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ABSTRAK

ANTARE, E.21105217, PERANAN PENGAWASAN MELEKAT
DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAILI DI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELTAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peranan yang
dimainkan oleh unsur pimpinan di Sekretariat Badan Pengawasan Daerah Provins:
Sulawesi Selatan melalui fungsi pengawasan melekat dalam rangka optimalisasi
efektivitas kerja pegawal,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahw apakah pengawasan
melekat sebagai fungsi manajemen dapat dimanfaatkan oleh unsur prmpinan guna
meningkatkan efektivitas kerja pegawai,

Metode yang digunakan adalah metode survey (survey method) dengan

menggunakan angket sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan melekat sebagai salah satu
fungsi manajemen, belum dimanfaatkan secara optimal oleh unsur pimpinan di
Sekretariat dalam rangka memainkan peranan mereka guna meningkatkan
efektivitas kerja pegawai bawahan mereka, Secara kuantitatif, kondisi empirik
efektivitas kerja pegawai adalah sebesar 3.02 atau 60.40% vang berarti lebih
rendah dari skor 4.00 — 5.00 yang diharapkan. Kondisi ini dikaitkan dengan skor
pengawasan melekat berdasarkan penilaian responden sebesar 2.87 atau 57.40%
menunjukan bahwa rendahnya tingkat efekiivitas kerja pegawai antara lain
disebabkan karena unsur pimpinan belum menerapkan prinsip-prinsip pengawasan
melekat sebagaimana mestinya, Dengan demikian, apabila ada komitmen dan
unsur pimpinan untuk menginplementasikan pengawasan melekat secara
konsisten, maka efektivitas kerja pegawai akan menjadi lebih baik dimasa yang
akan datang,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan seliap organisasi khususnya organisasi pemeriniahan
(publik), pada dasamya dimaksudkan untuk melaksanakan berbagai tugas
pemerintah  meliputi  tugas-tupas pemerintahan, pembangunan  dan
kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu yang telah
ditetapkan. Secara umum, lujuan dari organisasi-organisasi publik 1alah
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pihak-pihak yang harus
dilayani baik secara internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dimaksud, sangat ditentukan
oleh usaha bersama dan terpadu anlara unsur pimpinan dengan unsur
pelaksana (bawahan) melalui pemanfaatan secara optimal keseluruhan sumber
daya dan dana organisasi yang fersedia. Unsur pimpinan bertugas dan
bertangeungjawab terhadap tugas-tugas manajenial, sedangkan unsur
pelaksana (bawahan) berlugas dan bertanggungjawab terhadap (ugas-lugas
operasional.

Salah satu di antara tugas dan tanggungjawab manajerial yang harus
dilaksanakan oleh unsur pimpinan adalah mengamankan keseluruhan aktivitas
organisasi yang telah direncanakan dari berbagai bentuk penyimpangan yang
mungkin terjadi. Selanjutnya, apabila tegadi penyvimpangan, maka harus

diambil langkah-langkah secara tepat untuk men gatasi penyimpangan tersebut



secara luntas. Tugas dan tanggungjawab ini dikenal dengan nama atau istilah
“fungsi pengawasan ",

Betapa pentingnya fungsi pengawasan ini, terutama dikaitkan dengan
asumsi bahwa setiap penyimpangan vang terjadi di dalam organisasi
merupakan penghalang (ancaman) yang apabila tidak segera diatasi, maka hal
tersebut akan menjadi masalah serius dalam upaya pencapaian tujuan
organisasi secara keseluruhan, Selain itu, pengawasan yang tidak efektif akan
sangat memungkinkan munculnya berbagai bentuk penyimpangan sehingga
organisasi menjadi Lidak mampu mewujudkan pelayanan terbaik (prima)
kepada semua pihak yang harus dilayani baik secara internal maupun secara
eksternal. Sebaliknya, bila pengawasan melekat bisa berjalan sebagaimana
mestinya, dapat dipastikan bahwa kelemahan-kelemahan sebagaimana
diungkapkan di atas dapat diminimalkan sehimgga disiplin dan prestasi kerja
akan meningkat, penyalahgunaan wewenang berkurang, kualitas pelayanan
dan kepuasan publik akan meningkat, suasana kerja akan lebih tertib dan
teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance).

Adapun bentuk pengawasan secara umum terdini atas pengawasan
melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan mayarakat. Di antara ketiga
bentuk pengawasan tersebut, pengawasan melekat merupakan bentuk
pengawasan yang paling strategis, efekiif dan efisien karena pengawasan
melekat dilakukan oleh atasan langsung yang setiap saat berada di antara dan

hersama dengan para bawahan yang diawasinya. Pengawasan melekat juga



ad

tidak membutuhkan biaya operasional yang besar, karena alasan yang baik
akan selalu mengawasi bawahannya secara l€TUS TMENETUS. Sedangkan
pengawasan fungsioanal dan pengawasan masyarakat merupakan pelengkap
dari pengawasan melekat tersebut.

Pengawasan melekal sebagai suatu fungsi manajemen dalam rangka
peningkatan efektivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi masih sangat
perlu untuk ditingkatkan. Dalam kaitan ini, dikemukakan oleh Nawawi
(1994:7) bahwa:

Peningkatan fungsi pengawasan melekat dilingkungan apariur
pemerintah/organisasi bertolak dari motivasi uniuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemenntahan, tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan dengan cara sedini
mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan
organisasi/unit kerja masing-masing. Untuk itu kualtas dan
kuantitas pengawasan harus ditingkatkan antara lain dengan

mengintensifkan pelaksanaan pengawasan melekal oleh setaip
pimpinan.

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pengawasan melekat di lingkungan seliap instansi pemeriniah dan agar
kegiatan pengawasan melekat dapat mencapai sasaran dengan hasil yang
nyata, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden
No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan dan Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,
yang kemudian di ikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor 93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Melekat, di mana pengawasan melekat pada hakikatnya

mewajibkan seliap atasan langsung atau pejabat pimpinan lainnya langsung



mengetahui secara dini kegiatan nyata dari seliap aspek dan permasalahan
pelaksanaan tugas dalam lingkungan organisasi masing-masing. Selanjutnya
apabila terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan seperlunya
sesuai denpan peraturan yang berlaku,

Sejak dikeluarkannya Inpres tersebul yang selanjutnya digunakan
sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan  pengawasan melekat  di
instansi/unit kerja dalam lingkungan aparatur pemerintah. Namun demikian,
hingga kini, implementasinya di berbagai instansi pemerintah belum efektif
lermasuk di dalamnya di Badan Pengawasan Daerah Provinsi- Sulawesi
Selatan. Hal itu dapat dilihat pada beberapa indikasi antara lain: (a) tingkat
kemampuan operasional kompuier dari sebagian pegawai yang masih rendah;
(b) masih terdapat sebagian pegawai yang sering menunda wakiu dalam
bekeria, (c) masih ada pesawai yang belum dapat menyajikan data/informasi
tepat pada saat dibutuhkan dan lain sebagainya. Berdasar atas indikasi-indikasi
tersebut penulis menduga bahwa rendahnya tingkat efektivitas kerja pegawai
lebih disebabkan karena proses pelaksanaan pengawasan melekat vang
dilaksanakan selama ini belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden
Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,
Dugaan tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa apabila pegawasan
melekat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka para pegawai akan
terbiasa untuk bekerja sesual dengan prinsip dan prosedur yang telah

ditetapkan.



Memahami fenomena tersebut dan menyadari penlingnya pengawasan
melekat sebagai bentuk pengawasan yang strategis, efektif dan efisien dalam
upaya peningkatan efektivitas kerja pegawai, maka perulis tertarik untuk
meneliti tentang masalah tersebut dengan judul “Peranan Pengawasan
Melekat dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai di Sekretariat

Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan™

Perumusan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang masalah sebagaimana telah
dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masalah yang akan daa;iti
adalah berkenaan denmpan hubungan antara peranan pengawasan melekat
dengan efektivitas kerja pegawai di Sekretarial Badan Pengawasan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Hubungan dimaksud adalah bahwa tingkat
efektivitas kerja pegawai dalam lingkungan instansi tersebut berdasarkan
indikasi yang telah dikemukakan lebih disebabkan karena kelemahan dalam
proses pengawasan melekat yang merupakan tugas dan tanggungjawab unsur
pimpinan.

Dalam kaitan tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebapai berikut:
a. Apakah dimensi Pemantavan ikut berperan dalam meningkatkan

efektivitas kerja pegawai.

b. Apakah dimensi Evaluasi ikut berperan dalam meningkatkan efeltivitas

kerja pegawai.



c. Apakah dimensi Tindak Lanjut ikut berperan dalam meningkatkan

efektivitas kera pegawai.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
| Tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini adalah:
a. Untuk mengelahui gambaran tentang pelaksanaan pemaniauan dalam
meningkatkan elekiivitas kerja pegawal.

b. Untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan evaluasi dalam

meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

¢. Untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan Tindak lanjut dalam
meningkatkan efektivilas kerja pegawai.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat |

a Secara teoritis, hasil (temuan) penelitian ini dapat berguna dalam rangka
pengembangan konsep pengawasan khususnya pengawasan melekat dan
konsep efektivitas kerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Th
samping itu, temuan penelitian ini diharapkan berguna bagi para penelin
lain dalam pengkajian masalah yang sama secam lebih mendalam dan
[-mmpreh;:m'.ifdﬂngan ukuran-ukuran yang lebih vahd dan reliabel.

b. Secara praktis, hasil {temuan) penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pegawai di Sekretariat Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan baik unsur pimpinan maupun unsur pelaksana dalam memahami

dan menyadari permasalahan yang berkenaan dengan pengawasan



melekat dan efektivitas kerja sehingga dapat mendorong mereka untuk
bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi  dengan

menampakkan kinerja organisasi secara optimal.



BAB1I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan Melekat

Membahas pensawasan melekat sebagai objek penelitian, tentu tidak
terlepas dari konsep pengawasan sebagai fungsi manajemen secara wmum.
Winardi (2000:20) merumuskan pengawasan sebagal: “suafu proses di
mana pihak menajemen melihat apakah yang telal terjadi sesuai dengan apa
yang sehurusnya terfadi. Apabilu tidak sesuai maky diadakan penyesuaian.”
Sedangkan Siagian (1997:135) mengemukakan bahwa: “pengawasan
merypakan sualy proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang
dilakukan  berjalan  sesuui  dengan  rencana yang teluh  ditentukan
sebelumnya.”

Dari dua pengertian pengawasan yang dikutip di atas, terdapat dua
hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitw: (g) fungsi pengawasan sangat
erat terkait dengan fungsi perencanaan. Kontz dan O Donnel (dalam Siagan,
1997:135) mengemukakan bahwa: “planning and controlling are the two
sides of the some coin” (perencanaan dan pengawasan merupakan dua
belghan mata wang yang sama); (b) pengawasan merupakan salah satu dari
fungsi manajemen yang diimplementasikan untuk mengamankan rencana

dalam tahap pelaksanaan berbagai aktivitas organisasi. Artinya, apabila para

manajer berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya secara efektif, maka



lugas-tugas organisasi akan aman dari berbagai kemungkinan penyimpangan
(gangpuan) yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan organisasi
sebagaimana yang diharapkan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan setiap
organisasi publik (pemerintah) adalah memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada pihak-pihak yang harus dilayani baik secara internal maupun
eksternal. Hal ini mengisvaratkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
unsur pimpinan seharusnya berfokus pada sistem pelayanan yang dalam
prosesnya melibatkan keseluruhan sumber daya OrgAnisasi.

Adapun jenis-jenis  pengawasan —menurut Handayaningrat
(1993:144) adalah sebagai berikut: 1. pengawasan dani dalam (internal
control), 2. Pengawasan dan luar (eksternal control), 3. Pengawasan
preventif, dan 4. Pengawasan refresif.”

Pengawasan dari dalam (internal control) adalah pengawasan yang
dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pegawasan ini bertindak
atas nama pimpinan organisasi. Sedangkan pengawasan dari luar (eksternal
control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari
luar organisas.

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum
rencana dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekeliruan
atau kesalahan Sedangkan pengawasan refresif yailu pengawasan yang

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakan
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pengawasan refresil adalah untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar
hasilnya sesual dengan rencana.

Selanjutnya pengertian pengawasan melekat menurut para ahli
terkesan formulasi kalimatnya memang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya
sama. Berikul beberapa pendapat ahli lenlang pengerlian pengawasan
melekat.

Bohari (1999:87) menyatakan bahwa: “Pengawasan melekat adalah
tindakan atau kegiatan atas usaha untuk mengawasi dan mengendalikan
anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendirt oleh seliap
pimpinan organisasi . Nawawi (1994:7) mengemukakan bahwa:

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan
merupakan tugas dan tanggungjawab setiap pimpinan yang harus
menyelenggarakan manajemen/administrasi yang efektif dan
efisien di lingkungan organisasi/umit kerja masing-masing, baik
dibidang pemerintahan maupun swasta,

Selanjutnya, Nawawi (1994:8) menjelaskan bahwa pengawasan

melekat sebapai pelaksanaan fungsi kontrol dalam manajemen dapat

diartikan sebagai:

a. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan
dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien oleh
pimpinan  organisasi/unit kerja terhadap fungsi semua
komponen untuk mewujudkan kerja dilingkungan masing-
masing, agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal
dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan
dan evaluasi yang dilakukan secara efeklil dan efisien oleh
pimpinan organisasi/unit kena terhadap sumber-sumber kera
untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangannya,
agar dapat diperbaiki atau disarankan untuk diperbaiki oleh
pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi
{ercapainya tujuan yang telah dirumuskan,
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Bedasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapatlah dipahami hahwaf’/‘.; |
pengawasan melekat merupakan serangkaian aktivitas pengendalian }'ﬂﬂ;
terus- menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar
pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana dan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dituntut dan setiap atasan untuk
dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dengan sebaik-
baiknya sehingga tujuan dari pengawasan melekal tersebut dapat diwujudkan
secara optimal. Terwujudnya tujuan pengawasan melekat berarti setiap
aparatur pemerintah telah terbiasa bekerja dengan tingkat kemampuan dan
disiplin yang distandarkan sera terhindar dari segala bentuk penyimpangan
yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan,

Dari uraian-uraian tentang konsep pengawasan melekat sebagaimana
telah dikemukakan, perlu kiranya ditegaskan bahwa konsep pengawasan
melekat yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang
dikemukakan oleh Nawawi (1994) yang pada intinya mengemukakan bahwa
sebagai konsep, pengawasan melekat terdini atas tiga dimensi yaitu:
(a) pemantauan; (b) evaluasi, dan (¢) tindak lanjut. Alasan peneliti
menggunakan konsep tersebut adalah karena dimensi dan sudut pandang yang
digunakan oleh Nawawi relevan dengan kondisi pengawasan melekat yang

ada di lingkungan Sckretariat Badan Pengawasan Daerah Propinsi Sulawesi



12

Selatan yang indikasinya telah dikemukakan pada sub bab latar belakang
masalah.

Konsep pengawasan melekat sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi
juga relevan dengan langkah-langkah pengawasan melekat yang tertuang dh
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara Nomor
KEP/46/M PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:

Langkah-langkah pelaksanaan pengawasan melekat meliputi

sosialisasi pengawasan melekat kepada seluruh instansi pemerintah,

penyiapan unsur pengawasan melekat pada masing-masing instansi,
evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan melekat dan tindak lanjut
atas hasil evaluasi pengawasan melekat.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan
hasil pengawasan melekat secara pptimal maka setiap manajer (atasan) harus
konsisien dan konsekuen mensosialisasikan prinsip-prinsip dan prosedur kerja
pengawasan melekat, yang ditkuti dengan aktivitas pemantauan, evaluasi serta
tindak lanjut sehingga para bawahan akan bisa dan terbiasa bekerja
berdasarkan prinsip, pola, prosedur dan metode kerja pengawasan melekat

sebagaimana tertuang di dalam KEPMEN Pendayagunaan Aparatur Negara

MNomor KEP/46/M PAN/4/2004 dimaksud.

Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat
1. Tujuan
Pengawasan pada umumnya dan khususnya pengawasan melekat

bukanlah fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak

dan mencari kesalahan para bawahan, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk
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mencegah terjadinya penyimpangan dan menetapkan mana yang salah untuk
selanjutnya diupayakan pemecahannya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan
pengawasan, dengan demikian merupakan salah satu funpsi manajemen untuk
menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sudah: (a) sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan; (b) dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil
guna; dan (c) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi
tujuan utama dari pengawasan melekat adalah mengusahakan agar apa yang
telah direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapal merealisasikan tujuan tersebut, pengawasan melekat pada
tahap pertama dimaksudkan agar pelaksanaan pekerjaan sesual dengan
instruksi vang telah dikeluarkan dan tahap kedua dimaksudkan untuk
mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi
dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan  untuk
selanjutnya diambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka tujuan pengawasan melekat
berdasarkan Tnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1939 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat adalah untuk mendukung kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan tugas umum pemerintahan secara tertib berdasarkan
cendi-sendi  kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapal daya
guna, hasil guna dan tepat guna, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga tercapal sasaran yang ditetapkan. Sedangkan tujuan

pengawasan melekat berdasarkan Keputusan Menteri Megara Pendayagunaan
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Aparatur Megara Nomor 30 Tahun 1994 adalah terciptanya kondisi yang
mendukung kelancaran dan ketepatan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalw
kegiatan-kegiatan nyata oleh setiap pimpinan. Dengan demikian tujuan dasar
dari pengawasan melekal adalah untuk: {(a) mencegah terjadinya
penyimpangan yang menpakibatkan terjadinya kebocoran dan pemborosan
dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara
sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih dan berwibawa, berdaya
guna dan berhasil guna, (b) memberikan gambaran tentang seberapa jauh
keberhasilan dana atau kegagalan pelaksanaan tugas-lugas — Umum
pemerintahan dan pembangunan, dan (c) menindaklanjuti segaia temuan

secara tepat, adil dan manusiawi,

2. Sasaran Pengawasan Melekat

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dirumuskan
hahwa sasaran pengawasan melekat adalah: (a) meningkatkan disiplin dan
prestasi kerja serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas; (b) untuk menckan
sekecil mungkin terjadinya penyalahgunaan wewenang, (c) menghindar
sekecil mungkin kebocoran seria pemborosan uang negara dan segala bentuk
pungutan liar (tidak resmi}; (d) mempercepal pengurusan peninjauan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan (g) mempercepat pengurusan
kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Qasaran yang dikemukakan di atas, sejalan dengan pendapat

Situmorang (1994:93) bahwa dengan pengawasan yang intensif diharapkan
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dapal ditegakkan disiplin di lingkungan aparatur pemerintah dalam
mewujudkan kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional.

Uraian-uraian di atas, memberikan indikasi bahwa fujuan pengawasan
melekat tidak berakhir pada diperolehnya temuan-temuan oleh atasan
langsung sebagai pengawas melalui aklivilas pemantauan, pemeriksaan alau
evaluasi, akan tetapi temuan tersebut hanya akan bermanfaat bagi pencapaian
tujuan pengawasan melekat itu sendiri brlamana ditindaklanjuti dengan
tindakan yang nyata dan konsisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Tindak lanjut dimaksud menurut Nawawi (1994:26-27) dibedakan atas:

a. Tindak lanjut yang bersifat preventif
Tindakan preventif adalah upaya mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan berbagal penyelewengan
Jainnya dalam melakukan penyempurnaan unsur aparatur di
bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan untuk
menjamin  kelancaran  pelaksanaan fugas-tugas — umum
pemerintahan dan pembangunan.

b. Tindak lanjut yang bersifat refresif
Tindak lanjut ini dilakukan berupa penindakan terhadap
perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan

pemborosan kekayaan dan keuangan Negara serta berbagai
bentuk penyelewengan lainnya.

Di pihak lain, tindak lanjut tidak saja perlu dilakukan terhadap
bawahan, tetapi juga bagl atasan yang melakukan pemantauan dan evaluasi
karena sesungguhnya ketentuan yang berlaku bukan hanya diperuntukkan bagi
bawahan tetapi untuk setiap penyelenggara negara. Dengan melakukan tindak
lanjut terhadap hawahan, atau dengan melaksanakan kepemimpinan dengan
sebaik-baiknya, maka dapat diharapkan tujuan pengawasan melekat akan

mempunyal makna yang positif bagi terwujudnya aparatur pemerintah yang

bersih dan berwibawa.
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Selanjutnya, setiap atasan langsung vang melakukan pengawasan
melekat harus megetahui secara lepat sarana yang sekaligus menjadi
sasarannya. Sarana dan sekalipus sarana penpgawasan, termasuk pengawasan
melekat oleh pimpinan/atasan langsung dilingkungan organisasi/satuan kerja.
Menurut Bohari (1999:90) terdapat enam unsur alau sarana yaity ;@ “1)
penggarisan struktur organisasi, 2) perincian kebijakan, 3) rencana kegiatan,
4) prosedur kerja, 5) pencatatan hasil kerja, 6) pembinaan personil”. keenam
unsur tesebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggarisan strukfur organisasi.
Struktur organisasi dengan penggarisan yang jelas tentang pembagian
tugas dan tanggungjawab, harus disusun sedemikian rupa agar mampu
mewadahi dan mengoprasikan volume dan beban kerja sebagai tugas
pokok secara layak. Dalam pengawasan melekat yang dilakukan secara
periodik dapat diketahui efisiensi dan efektivitas organisasi/unit kerja
dalam arti statis (wadah) dan arti dinamis (proses kerja sama). Dalam
pelaksanaanya harus diungkapkan apakah  struktur organisasi,
pembidangan unit keria, pembagian pekerjaan, pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab, tidak menjadi penghambat dalam perwujudan volume dan

heban kerja sebagai tugas pokok suatu satuan organisasi/unit kerja

tertentu.
b. Perincian kebijakan
Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan,

meskipun qudah ada peratura dan ketentuan perundang-undangan yang
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harus dilaksanakan dan dipaluhi atau perencanaan kerja yang telah
disusun, namun seringkali seorang pimpinan masih harus menetapkan
suatu kebijakan. Para pimpinan aparatur pemerintah harus menyadari
bahwa pengambilan kebijakan tidak bermaksud untuk memberikan
kebebasan berbuat- atau bertindak guna memenuhi kehendak atau
keinginan masing-masing, namun pimpinan harus menyadari bahwa
peraturan, ketentuan dan perencanaan ditetapkan bukan untuk dilanggar,
tetapi sebaliknya untuk ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan,

Rencana Kegratan

Rencana kegiatan tidak dimaksudkan untuk meningkatkan suatu manfaat,
tetapi juga harus diperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dilihat dari
berbagai segi, seperti kemampuan personil yang ada dan dapat diadakan
tengeang wakiu dan fasilitas yang dimiliki. Disamping ilu, perencanan
harus dijadikan pedoman dan arahan dalam melaksapakan pekerjaan yang
harus dilaksanakan secara berdisiplin, agar tergetnya dapat dicapai, baik
dari segi volume Yyang menyangkut kualitas dan kuantitas maupun dan
segl waktu.

Prosedur Kerja

Pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi vang dilakukan oleh atasan
langsung harus mampu melaksanakan apakah prosedur kerja yang telah
ditetapkan sudah jelas, dan apakah pentahapan kerja sudah tersusun secara
sistematis. Disamping itu, dapat diketahui juga tentang mekanisme yang

menggambarkan apakah usaha mengkomunikasikan pesedur kerja itu
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kepada bawahan sudah merata atau belum, apakak tidak terdapat
pertentangan antara prosedur kerja yang digunakan oleh bawahan dengan
prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh atasan.

e. Pencatatan Hasil Kerja
Seliap pegawai negeri harus bertanggungjawab dalam melaksanakan
tugas-tugasnya pada pemerintah dan masyarakat melalui atasannya. Oleh
karena itu, setiap atasan harus mewajibkan semua pegawai untuk membuat
pencatatan mengenai segala sesuatu yang dikerjakannya sehari-hari.
Dengan cara seperti itu atasan dapal dengan mudah mengetahui apakah
setiap pegawai sudah bekerja secara baik dan apakah sudah memanfaatkan
jam kerja secara benar.

f Pembinaan Personil
Kegiatan pengawasan melekat dalam pembinaan personil antara lain untuk
mengetahu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerja
pegawai, meningkatkan disiplin, dedikasi dan loyalitasnya terhadap
pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya perlu juga diungkapkan bagamana
upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesejahleraan pegawai,
baik yang bersifat material, maupun nonmatenan yang dapat memelihara

dan meningkatkan semangat atau moral kerja serta disiplin kerja setiap
pegawai.
C. Prinsip-Prinsip Pengawasan Melekat

Setiap pelaksanaan (ugas organisasi pemerintahan, seharusnya

didasarkan atas pﬁnsiprpn'nﬁip kerja yang ditegakkan secara konsisten
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sehingga tujuan dan sasaran vyang telah ditetapkan dapat diwujudkan
sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya, pengawasan melekat adalah
suatu proses pengamatan, penilaian dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
seluruh kepiatan organisasi untuk menjamin agar semua keglatan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam
perencanaan.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka Prinsip-prinsip
pengawasan melekat yang harus ditegakkan berdasarkan Instruksi Presiden
No. 1/1989- adalah: (a) Bahwa pada dasarnya pengawasan melekat harus
dilakukan secara berjenjang; (b) Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh
setiap pimpinan secara sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen
yang penting dan tak terpisahkan dan perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan; (c) Pengawasan melekat lebih diarahkan pada usaha mencegah
terhadap penyimpangan, (d) Pengawasan melekat harus bersifat membina,
karena itu penentuan adanya suatu penyimpangan harus didasarkan pada
kriteria yang jelas dan penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini dan
penilaian harus dilakukan secara objekiif; (e) Pengawasan melekat harus
dilakukakn secara terus-menerus dan berkesinambungan sebapai kegatan
rutin  sehari-hari dalam rangka tupas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan; () Pn.;.ng&wasan melekat harus  dilaksankan dengan
menggunakan sistem tertentu: dan (g) Pengawasan melekat merupakan

pengawasan yang pokok, sedangkan pengawasan yang lainnya menunjang

keberhasilan pengawasan melekat,
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Menurut Situmorang dan Juhir (1994:74-76) bahwa implementasi
fungsi pengawasan melekat harus didasarkan atas prinsip-prinsip:
(a) Pengawasan melekat harus bersifat objektif dan harus menghasilkan fakia-
fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang
mempengaruhinya; (b) Pengawasan melekal harus berdasarkan keputusan
pimpinan. Oleh karena itu untuk menilai ada tidaknya penyimpangan, harus
bertolak dari; tujuan dan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan dan
pedoman kerja yang telah digariskan, perintah yang diberikan dan peraturan-
peraturan yang berlaku; (c) Pengawasan melekat dilakukan secara prepentif
yaitu harus bersifat mencegah kesalahan-kesalahan untuk menjamin
tercapainya efisiensi dan efekiivitas; (d) Pengawasan melekat yang dilakukan
hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian lujuan organisasi; (€)
Pengawasan melekat harus dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat
efisiensi pelaksanaan pekerjaan; (f) Pengawasan melekat yang dilakukan
bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana
timbulnya dan sifat kesalahan itu, dan (g) Pengawasan melekat harus bersifat
mermnbimbing dan mendidik agar pelaksana atau pegawai dapat meningkatkan
kemampuan dan dedikasinya untuk melaksankan tugas-tugas yang telah
ditetapkan.

Memperhatikan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan di dalam
proses pelaksanaan pengawasan melekat sebagaimana telah dikemukakan di

atas, dapatlah dipahami bahwa di dalam setiap organisasi pasti terdapat aturan-
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aturan yang secara sadar diberlakukan sebagai acuan dan kenali terhadap
sikap, perilaku dan tindakan para anggotanya. Meskipun demikian, aturan
tersebut tidaklah serta-merta menjadi jaminan terwujudnya kondisi kerja yang
diharapkan, melainkan aturan dimaksud hanyalah akan berfungsi dan
bermanfaal apabila dapat dilaksaakan dan ditegakkan secara objektil’ dan
konsisten oleh semua unsur yang terlibat di dalam organisasi. Sangat
diharapkan, agar unsur pimpinan sebagai pelaku fungsi pengawasan melekat
agar teguh pendirian dan amanah dalam menegakkan prinsip-prinsip
pengawasan melekal yangtetah ditetapkan, karena dengan demikian maka
segala bentuk penyimpangan dapat terhindarkan dan efeknvitas kerja pegawal
dapat aiﬁngkatkan dalam rangka memberikan pelayanan data‘informasi secara

cepat, tepat, lengkap dan berkualitas.

Efektivitas Kerja Pegawai

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari akar kata efek (effecr)
yang berarli “dampak” atau “gkibat” yang ditimbulkan oleh sesuatu hal atau
perintiwa baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Dari makna
etimologi tersebut, efektif hanya berkenaan dengan dampak yang dikehendaki
artinya, ada kehendak tertentu yang diupayakan melalui tindakan tertentu
secara fepal sehingga kehendak yang diharapkan itu dapat terwujud. Oleh

karena itu, suatu tindakan atau perbuatam dapat dikatakan efekiif apabila

tindakan atau perbuatan itu dapat mewunjudkan kehendak vang diharapkan.

Dengan demikian efek maupun efektif bukanlah tindakan atau perbuatan itu

sendiri  melainkan berkenaan dengan ukuran {erhadap dampak yang
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ditimbulkan oleh tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Sedangkan
efektivitas berkenaan dengan suatu keadaan yag menggambarkan dampak dan
serangkaian tindakan atau pekerjaan yang sesuai atau tidak sesuai dengan
keadaan vang dikehendaki.

Secara terminologi, efektivitas meskipun dimaknakan dengan
formulasi yang berbeda, namun pada intinya adalah suatu gambaran
perbandingan antara dampak yang diharapkan dengan dampak yang nyata
(riil). Westra, at al (1996:145) mengemukakan bahwa efektivitas ialah suatu
keadaan vang mengandung pengerlian terjadinya efek atau akibal yang
dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud
tertetu yang memang dikehendaki, maka perbuatan orang itu dapat dikatakan
efelif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. Stoner
(1996:9) memaknakan efektivitas sebagai kemampuan untuk menentukan
tujuan; “melakukan hal yang tepat”.

Dari dua pengertian di atas, menunjukkan bahwa istilah atau konsep
efektivitas berkenaan dengan hubungan antara perbuatan yang dilakukan
secara lerencana dengan tujuan yang dikehendaki. Artinya, sebelum suatu
perbuatan atau pekerjaan dilakukan, terlebih dahulu ada dampak (fujuan) yang
diharapkan akan terwujud melalui perbuatan atau pekerjaan tersebut. Jadi
ofektivitas sebenarnya lebih berkenaan dengan ukuran tentang baik perbuatan
it sendiri dan terutama ukuran tentang keadaan (dampak) yang diharapkan.

Dikaitkan dengan istilah kerja, maka efeltivitas mengandung

pengertian tenfang serangkaian aktivitas tertentu yang direncanakan terlebih
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dahulu yang selanjutnya dilaksanakan, dengan harapan akan terwujud sasaran
dan tujuan vang dikehendalka.

Bertolak dari pengertian etimologi maupun terminlogi di atas, maka
istilah efektivitas dalam skripsi ini terkandung di dalamnya tiga aspek dasar
yaitu adanya tujuan yang dikehendaki, adanya pelaku (pegawai) aklivitas dan
adanya ukuran tentang sasaran/tujuan yang diharapkan. Katz, at al. (1996.70)
mengemukakan bahwa efektivitas sebagai fungsi bersama dari efisien dan
efektivitas kebijakan jangka pendek dalam rangka usaha mencapai keuntungan
maksimal bagi organisasi. —

Sejalan dengan uraian di atas, Siagian (1996:26) mengatakan bahwa
fakior-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, antara lain:

|. Suasana kerja yang memungkinkan berkembangnya daya
kreativitas setiap orang dalam organisasi

7 Suasana kerja yang merangsang timbulnya  perasaan
sepenanggungan dan seperasaan.

3 Situasi lingkungan intern di mana juga anggota-anggota suatu
keluarga besar selalu diusahakan agar berkembang.

4, Kondisi pekerjaan secara pisik menyenangkan, tempat bekerja
tidak menyesakkan nafas, ventilasi cukup, lata ruang yang rapih
dan bersih, fasilitas kerja yang memadai dan sejenisnya.

5. Terciptanya iklim saling mempercayai dan bukan saling
mencurigai.

6 Adanya kesepakatan mengembangkan kemampuan karyawan
secara Sistematik dan berencana yang dikaitkan  dengan
pengembangan karier dan digunakan sebagai wahana untuk
mempersiapkan karyawan dalam proses memikul tanggungjawab
yang lebih besar dikemudia har.

7. Pengkutsertaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan,
terutama yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

Faktor-faktor tersebut di atas sangal dominan pengaruhnya terhadap
tingkat efektivitas suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna

mewujudkan tujuan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
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Di samping itu ada faklor-faktor lain yang berpengaruh terhadap efeklivitas
kerja pepawai. Faktor-faktor dimaksud antara lain: (a) Suasana kerja;
(b) lingkungan tempat kerja; (c) corak hasil produksi; (d) proses atau prosedur,
(¢) perlengkapan dan fasilitas; (f) alat-alat perkakas; (g) tata ruang, dan
(h) gerak-gerak tangan dan tubuh,

Dalam Undang-undang Momor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian secara jelas dikatakan bahwa tujuan pembinaan Pegawai Negen
Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan
pembangunan secara berdaya guna dan _berhasil guna. Pembinaan itu
dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Pegawai MNegeri Sipil sebagal unsur aparatur pemerintah, abdi negara
dan abdi masyarakat untuk dapat meningkatkan efektivitas kenanya
mendukung tupas pemeriniah dan pembangunan dituntut untuk berdaya guna
dan berhasil guna Dengan demikian, tujuan utama pembinaan pegawai
menurut Bintoro, (1989:93) adalah untuk meningkatkan:

1. Keterampilan dan kemampuan, dapat disebut untuk meningkatkan

kemampuan profesionalis dan manajenal.

7. Motivasi dan dedikasinya, dorongan untuk berkarya, mengabdi,
melaksanakan tugas, dan menyelesaikan amanat. Dalam hal i,
yang penting adalah pengabdian untuk bangsa dan negara.

3. Sikap mental, etos kerja, produksi, achievement, prientation, jujur,
tertib dan sebagainya,

Pengertian di atas memberikan isyarat bahwa pembinaan pegawai itu
seharusnya diarahkan pada peningkatan kemampuan profesional yang lujuan
akhirnya adalah penyelesaian tugas secard efektif dan efisien. Pembinaan yang
diarahkan pada hasil karya dan pengabdian dalam bentuk penyelesaian tugas,
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maka ukurannya dapat dilihat dari tingkat produktivitas pegawai :’-ﬂ'ﬂﬂ-gﬂi.

pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pembinaan pagau:"éi'

juga berarti sikap mental dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk mencapai
sasaran pembinaan pegawai scbagai pelaksana tugas pemerintahan dan
pembangunan telah diatur dalam hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil,
pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
MNegara dan Pemerintah.

2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan

atau diri sendin, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat

mendesak kepentingan kepeniingan Negara oleh kepentingan
gsolongan, diri sendiri, atau pihak lain.

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah,

dan Pegawai Negeri Sipil.

4, Mengangkat dan mentaati Sumpah/Janji Pegawai Megeri Sipil dan
Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

5, Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan
sebaik-baiknya,

6. Memperhatikan dan melaksanakan sepala ketentuan pemerintah,
baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun vang
berlaku secara umuin.

7 Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan

Lad

kesadaran dan tangungjawab.

% Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk
kepentingan Negara.

g Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan
korps Pegawai Negeri Sipil.

10. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah,
terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil,

11. Mentaati jam kerja. | ‘

12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan
sebaik-baiknya. .

14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang fugas masing-masing.

15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

bawahannya.
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
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18.
19.

20,
21.

22,

23,
24,

25.
26.
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Menjadi dan memberi conloh serla teladan yang baik terhadap
bawahnnya,

Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
Memberikan kesempatan kerja kepada bawahnnya untuk
mengembangkan karirmya.

Mentaati ketentuan perundang-undangan.

Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku
sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil,
dan terhadap atasan.

Hormat menghormati antara scsama warga negara yang memeluk
apama'kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang
berlainan.

Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam
masyarakat.

Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan
kedinasan yang berlaku.

Mentaati perintah kedinasan dari alasan yang berwenang.
Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap
laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Sedanpkan larangan bagi Pegawal Megeri Sipil yang terkandung dalam

pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 30/1980, adalah sebagai berikut:

1.

[FS ]

Melakukan hal-hal vang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negen Sipil.
Menyalahgunakan wewenang tanpa izin Pemerintah menjadi
Pegawai atau bekerja untuk negara asing.
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga
milik negara.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat berharga milila
negara secara tidak sah.
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
hawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongsn atau
pihak lain yang secara langsung merugikan negara.
Melakukan tindakan yang bersifat dan bermaksud membalas
dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam atau di luar
lingkungan kerjanya. . _ |
Menerima hadiah atau sesualy pemberian apapun saja dari
sjapapun juga yang diketahui atau patut dapat mengira bahwa
berian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan
jabatan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan.
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8. Memasuki tempal-tempal yang dapat mencemarkan kehormatan
atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan
jabatannya.

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

10. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat berakibal menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak vang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi
pihak vang lainnya.

11. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia nepara yang
diketahui karena kedudukan atau jabatan untuk kepentingan
pribadi, golongan atau pihak lamn.

12. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan
untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau
instansi pemerintah,

{3, Memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan
usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

14. Memiliki suatu perusahaan yang kegiatan usahanya--lidak berada
dalam ruang lingkup kekuasaan yang jumlah dan sifat pemilikan
itn sedemikian rupa sehingga melalw pemilikan saham tersebut
dapat langsung atau fidak langsung menentukan penyelenggaraan
atau jalannya perusahaan.

15. Melakukan kepiatan usaha dagang baik secara resmi maupun
sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan
swasta bagi yang berpangkat eselon L.

16. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau
pihak lain.

Kewajiban dan larangan sehagaimana telah dikemukakan, bila
dikaitkan dengan penghargaan maka sesungguhnya bagi pegawal yang secara
nyata memperlihatkan disiplin kerja yang tinggi maka kepada mereka harus
diberikan penghargaan. Sebaliknya, para pegawai yang secara sah dan terbukti

melanggar aturan disiplin sebagaimana tercantum di dalam larangan-larangan,

maka kepada mereka harus dibenkan sanksi yang setimpal dengan jenis dan

bobot pelanggarannya.
Berkaitan dengan sanksi tersebut, di dalam pasal 5 dan 6 FP Nomor

30/1980 datur tentang jenis hukuman sebagai berikut:
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1. Hukuman disiplin ringan, terdiri atas:
a. Tepuran lisan;
b. Tepuran tertulis; dan
¢. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang, terdiri atas:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun;
b. Penurunan paji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk
paling lama 1 (satu) tahun; dan
¢. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama | (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1
(satu) tahun;
b. Pembebasan dar jabatan; B
¢. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendin
sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan —- _
d  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

E. Kerangka Konseptul
Setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya manusia yang
berkualitas yang dalam hal ini adalah pegawai yang memiliki tingkat
kemampuan dan motivasi kerja yang seimbang dengan volume dan kebutuhan
pekerjaan sesual dengan bidang tugas masing-masing. Namun demikian, di
dalam setiap organisasi, senantiasa dijumpai dua kelompok manusia, yaitu: (a)
kelompok manusia yang senantiasa bekerja sesuai dengan ketentuan
organisasi yang berlaku; dan (b) kelompok manusia yang dalam bekerja
cenderung tidak paluh pada ketentuan orgamisasi yang berlaku. Olehnya itu,
maka setiap atasan diharapkan dapat mengefektifkan fungsi pengawasan
melekat sehingga pekerjaan para bawahan dapat terselesaikan secara efekuf,

efisien dan berkesinambungan.
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Pelaksanaan pengawasan melekat sebagai suatu sislem akan
menyangkut komponen-komponen yaitu: (a) pemantavan; (b) pemenksaan/
evaluasi; dan (c) tindak lanjut. Ketiga komponen tersebut merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya harus terpadu dalam proses
pelaksanaan pegawasan melekal oleh unsur pimpinan sehingga pengawasan
yang dilakukan tersebut dapat berperan sebagai sarana peningkatan efektivitas
kerja pegawai secara optimal. Hal itu dapat dipahami, mengingat pengawasan
melekat pada prinsipnya merupakan suatu tindakan nyata dan efektif sebagai
alal pengaman rencana guna mewujudkan kinerja pegawai sebagaimana yang
diharapkan.

Uraian singkat di atas mengisyaratkan bahwa: (a) setiap atasan harus
selalu ada di tempat kerja agar dapat memantau dan memberi petunjuk jika
lernyata ada bawahan yang mengalami hambatan dalam penangani
pekerjaannya; (b) setiap atasan harus mampu untuk menilai pekerjaan
hawahan secara objektif beserta faktor-faktor pendukung serta penghambat
dan hasil-hasil kerja nyata yang dicapainya;dan (c) setiap atasan harus mampu
merumuskan langkah dan alternatif tindak lanjut secara objektif dari berbagai

temuan vang dideteksi melalui aktivitas pemantauan.

Secara skematik, kerangka konseptual sebagaimana telah diuraikan

di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:
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F. Variabel dan Indikator Penelitian
1. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti terdiri atas pengawasan melekat sebagai
variabel X (independent variable) yang mempengaruhi efektivitas kerja
pegawai sebagai variabel Y (dependent variable). Atau dengan kata lain
vang merupakan fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peranan
pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan dapat
meningkatkan efektivitas kerja pegawai di mana hubungan tersebut
didasarkan pada asumsi bahwa lingkal efektivitas kerja pegawai di
Sekretariat Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dipengaruhi oleh implementasi pengawasan melekat yang dilakukan oleh
Unsur pimpinarn.

Untuk mengetahui  bagaimana kondisi dari masing-masing
variabel tersebut, dapat dilakukan melalui dimensi dari masing-masing
variabel. Variabel pengawasan melekat terdiri atas dimensi-dimensi: (1)
pemantauan; (2) evaluasi; dan (3) tindak lanjut Sedangkan variabel

clektivitas kerja pegawai, terdiri atas dimensi-dimensi: (1) ketepatan

waktu: (2) kuantitas hasil pekerjaan; dan (3) kualitas hasil pekerjaan.



2. Indikator Penelitian
Untuk mengetahui kondisi empirik dimensi dari masing-masing
variabel, digunakan indikator-indikator sebagai berikul:

1. Dimensi ptr:.mnlauan, terdiri atas indikator-indikator: (a) rencana kerja;
(b) bimbingan atasan; (c) monitoring kerja; (d) prosedur kena, dan
(e) metode kerja.

7. Dimensi evaluasi, terdiri atas indikator-indikator: (a) krileria penilaian;
(b) pengembalian hasil pekerjaan; (c) objektivitas penilaian hasil
pekerjaan;

3 Dimensi tindak lanjut, terdiri atas indikator-indikator: (a) pemberian
penghargaan; (b) pembernin sanksi; (c) promosi, dan (d) pembinaan
pegawai.

4 Dimensi Wakiu, terdin atas indikator-indikator: (a) kemampuan
operasional komputer, (b) penundasan waktu bekera, (c) waktu
penyajian data/informasi.

5  Dimensi kuantitas hasi] pekerjaan, terdin atas indikator-indikator: (a)

rasio peralatan kerja dengan volume pekerjaan; (b) kelengkapan

data/informasi yang disajikan,

6 Dimensi kualitas hasil pekerjaan, terdiri atas indikator-indikator:

(a) morivasi kera; (b) kualitas peralatan kerja; dan (c) kreativitas

pegawal
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METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengawasan Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan.

Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian “deskriptif”
yang dimaksudkan uniuk menjelaskan keadaan dar masing-masing
variabel X (Pengawasan Melekat) dan Y (Efektivitas Kera) sera
menjelaskan bagaimana peranan variabel X (pengawasan melekat)
terhadap peningkatan efektivitas kerja pegawai (vaniabel Y) di Sekretaniat

Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

. Dasar Penelitian

Dasar dari penelitian ini adalah “survei” di mana selain dilakukan

ohservasi langsung terhadap kondisi objektif dari masing-masing variabel,

juga dilimpun data dari responden melalui angket untuk selanjuinya

digeneralisasi sebagai gambaran keseluruhan dari peranan pengawasan

melekat dalam peningkatan efektivitas kerja pegawal,

33
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Umit analisis dalam penelitian adalah individu, di mana dafa-tentang g
tingkat efektivitas kerja pegawai maupun peranan pengawasan melckat oleh

unsur pimpinan dihimpun dan masing-masing responden (individu).

D. Populasi

Menurut Sugiono (2005:90) populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karaktleristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.

Kountur (2004:137) “populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh
dari obyek yang merupakan perhatian peneliti. Obyek penelilian dapat
berupa makhluk hidup, benda-benda, system dan prosedur, fenomena dan
lain-lain™.

Hadi (1988:221) menyatakan bahwa populasi adalah semua
penduduk yang dimaksud untuk di selidiki, sebagai jumiah penduduk atau

individu paling sedikit mempunyai sifat yang sama.

Adapun dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Sekretarit

K antor Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada saat

penelitian ini dilakukan tidak berposisi sebagal pimpinan, yang berjumlah 52

orang, Untuk lehih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1



Tabel 3.1

Keadaan Pegawai menurut Unit Kerja.

No Bagian Unit Kerja Jumlah
1. | Kepala Bawasda 1 orang
2. | Wakil Kepala Bawasda dan Staf & orang
3. | Sekretaris 1 orang
4. | Sub Bagian Kepegawaian 12 orang
5. | Sub Bagian Umum 16 orang
6. | Sub Bagian Program 13 orang
7. | Sub Bagian Keuangan 15 orang
8. | Bidang Keuangan dan Pembangunan 15 orang
9. | Bidang Aparatur dan Kesatuan Bangsa 9 orang
10, | Bidang Peralatan dan Kekayaan 11 orang
11. | Bidang Pemerintahan dan Agraria 11 orang
Jumlah 112 orang

Sumber data : Sub Bagian Kepegawalan

Dari tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan jumlzh pegawal
Badan Pengawasan Daerah Provins Sulawest Selatan adalah 112 orang yang
tersebar ke dalam 11 unit kerja. Dari jumlah tersebut, pegawai yang bekerja di
Sekretariat adalah 57 orang yang terdiri atas 5 orang pimpinan dan 32 orang
bawahan. Mengingat jumlah tersebut relatif tidak banyak, maka dalam

penelitian ini tidak digunakan sampel. Arlinya semua bawahan (52 orang)

dijadikan responden.

Definisi Operasional

Untuk memperoleh persamaan pandangan tentang variabel dan

indikator yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk

emberikan penegasan tentang pengertian (definisi) operasional dari masing-
m

masing variabel dan indikator dimaksud.
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. Yang dimaksud dengan peranan ialah kesertaan unsur pimpinan dalam
upaya peningkatan efektivitas kerja pegawai yang dilakukan melalui
implementasi fungsi pengawasan melekat.

Yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah rangkaian aktivitas
yang terdiri atas pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan
oleh pimpinan dalam rangka menjamin bahwa semua pekerjaan yang
dilakukan oleh para bawahan telah sesuai atau belum sesuai dengan
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.

. Yang dimaksud dengan pemantauan ialah aklivitas vang dilakukan oleh
pimpinan untuk mengetahui kondisi kerja dan perkembangan pelaksanaan
tugas bawahan beseria faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
pelaksanaan pekerjaan tersebut.

. Yang dimaksud dengan evaluausi ialah aklivilas vang dilakukan oleh
pimpinan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil kega bawahan vang
nyata dengan yang scharusnya (direncanakan) beserta faktor-haktor
pendukung dan penghambatnya.

_ Yang dimaksud dengan tindak lanjut ialah aktivitas yang dilakukakn oleh
untuk merespon hasil temuan (pemantauan) dan hasil penilaian

pimpinan

(evaluasi) dalam berbagai sikap dan tindakan sesual dengan ketentuan

organisasi yang berlaku-

Yang dimaksud dengan efektivitas kerja pegawai ialah penyajian data/

informasi oleh para pegawal meliputi aspek waktu, kuantilas maupun

Lualitas hasil pekerjaan.
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7. Yang dimaksud dengan wakiu penyajian data/informasi ialah tingkat
ketepatan waktu penyajian data/informasi oleh para bawahan pada saat
data/informasi tersebut dibutuhkan.

8. Yang dimaksud dengan kuantitas hasil pekerjaan ialah lengkap tidaknya
data/informasi yang disajikan oleh para pegawai.

9. Yang dimaksud dengan kualitas hasil pekerjaan ialah kondisi (pola dan

bentuk) dari data/informasi yang disajikan oleh para pegawai.

F. Instrumen Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun dan responden

dengan menggunakan angket (daftar pertanyaan).

G. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Data yang akan dihimpun terdin atas; (a) data pnmer, yaitu data
hasil observasi dan hasil kuesioner dari responden; (b) data sekunder, yaitu
data pendukung yang celevan dengan masalah yang diteliti dan telah
tersedia di Kantor Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sumber data

Data yang akan dihimpun bersumber dari para responden melalui

angket.



H. Teknik Analisis Data dan Pengukuran

1. Teknik Analisis
Setelah data terkumpul maka data terscbut akan diolah,
selanjutnya ditampilkan dengan menggunakan tabel frekuensi. Data
tersebut  selamjutnya  dideskripsikan  secara  kuantitatif untuk

menggambarkan keadaan dani masing-masing indikator penelitian,

2. Pengukuran
Untuk mengukur variabel penelilian ini, digunakan angkel yang
berskala ordinal, yang kemudian dikonfersi menjadi bentuk nominal
(angka) berupa skor jawaban.

Untuk menghitung persentase  dari masing-masing  item

digunakan rumus:

F

P= x 100
N

Dimana:

P = Persentarsc
F = Frekuensi
N= Populasi

Sedangkan persentase rata-rata diperoleh melalui skor rata-rata

dibagi dengan | umlah item kali seralus.




Untuk menghitung skor rata-rata digunakan rumus:

_ Zlx
K=

N
Dimana:

¥ = Skor tara-rata
f = Frekuensi

x = Skor kategori jawaban

N = Populasi

Ada pun interval dari masing-masing skor/alternatif jawaban

adalah sebagai berikut:

80% - 100%
G0% - 79%
40% - 69%
20% - 39%
00% - 19%

Sangat setuju
Setuju

Ragu-ragu

Kurang setuju
Sangat tidak setuju

mw i um

Skor 5
Skor 4
Skor 3
Skor 2
Skor 1

— e e e el e e . S el e S e T



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Organisasi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan Daerah
Otonom untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab.

Meskipun Otonomi Daerah Provinsi terbatas, namun pelimpahan
kewenangan pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur
selaku Wakil Pemerintah, cukup besar ruang lingkupnya yang meliputi

semua tugas dekonsentrasi, lugas pembantuan dan otonomi daerah
Provinsi yang dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga

semua komponen dalam lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

yang melaksanakan ketiga urusan tersebut adalah tanggungjawab

Gubernur dan menjadi Obyek Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi

Selatan.

Dengan peningkatan kewenangan tersebut, maka semakin

dirasakan perlunya peningkatan penyelenggaraan fungsi pengawasan

terutama pengawasan internal dan pengawasan melekat untuk lebih

menjamin terwujudnya kepemerintahan yang baik, yang ditandai dengan
ling berkaitan satu sama lainnya yaitu

3 (tiga) pilar elemen dasar yang sa

transparansi, partisifatif dan akuntabilitas.

40
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Untuk mewujudkan hal tersebut maka Badan Pengawasan Daerah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
24 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawasan Daerah yang dalam peraturan daerah ini disebut “Badan
Pengawasan Daerah Provinsi 7 dengan tugas pokok yaitu membantu
Gubernur Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengawasan umum
terhadap pemerintahan umum dan Agraria, Keuangan, Perlengkapan,
Peralatan dan Kekayaan Daerah, Perekonomian dan Pembangunan,
—Aparatur dan Kesatuan Bangsa seria perlingdungan masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan
otonomi daerah, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lugas
pembantuan  di Kabupaten/Kota, melaksanakan pembinaan dengan

memfasilitasi daerah Kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan

pengawasan daerah otonom, serta fugas lain yang diberikan oleh

Gubernur.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka Badan

Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kedudukan,

tugas Pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

a Badan Pengawasan Daerah yang dalam peraturan Daerah in

adalah Lembaga Pengawasan Fungsional Daerah yang secara
teknis npcrasinnal herada di bawah dan bertanggung jawab

i ng kepada Gubernur gulawesi Selatan, secara teknis
angsu

Telm o o m
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admistratif melalui Sekertaris Daerah, dan teknis fungsional
berada dibawah koordinasi inspektur jenderal Departemen Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah.

b. Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dan
Wakil Kepala yang sehari-hari yang disebut Inspektur dan Wakil
[nspektur Provinsi.

2. Tupas Pokok

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu

Grabrernur Sulawesi Selatan dalam melaksanakan Pengawasan Umum

terhadap pemerintah Umum dan Agraria, Keuangan, Perlengkapan,

Peralatan, dan Kekayaan Daerah, Perekonomian dan Pembangunan

serta Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan 1Ugas Dekonsentrasi, tugas Pembantu dan
Otonomi Daerah Provinsi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
ntu di Kabupaten / Kota, melaksanakan pembinaan

tugas pemba

dengan memfasilitas Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka

berdayaan Pengawasan Daerah Otonom, serta tugas lain yang
pembe

ditugaskan oleh Gubernur.

3. Fungsi Organisasi

a  Melaksanakan pemeriksaan
pembantuan, dan Otonomi Daerah Propinsi

terhadap penyelenggaraan tugas

Dekonsentrasi, tugas

meliputi Bidang-Bidang Pemerintahan Umum dan Agraria,
yang

peralatan dan Kekayaan Daerah,

K euangan, Perlengkapan,
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Perekonomian dan Pemban gunan, serla Aparatur, Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat.

. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas
pembantuan di Kabupaten / Kota yang meliputi Bidang-bidang
Pemerintahan Umum dan Agraria, Keuangan, Perlengkapan,
Peralatan dan Kekayaan Daerah, Perekonomian dan Pembangunan
serta Aparatur, Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

. Melaksanakan pengusutan terhadap Kebenaran laporan atau
permgaduan terhadap penyimpangan atau penyalagunaan wewenang
di Bidang Pemerintahan Umum dan Agraria, Keuangan,
Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, Perekonomian dan
Pembangunan,serta Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, dan Pengawasan Legislatif serta Pengawasan

Masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab

Gubernur Sulawesi Selatan.

Welaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi Pemerintahan
. Mela

Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan Pengawasan

Daerah Otonom Kabupaten / Kota berupa pemberian bimbingan,
ae

latihan, dan supervisi, dalam Bidang Pemerintahan Umum, dan
pelatifiall,

K euangan Perlengkapan, Peralatan, dan Kekayaan

Agraria,

i dan Pembangunan, seria Aparatur,
Perekonomian
Daerah, r

K esatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat,
s

.
e

e el i
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B. Visidan Misi

Sesual tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan pada hakekatnya Lembaga Pengawasan Internal
Pemerintah Daerah diarahkan untuk membantu pemerintah dalam
mendorong ‘penguatan otonomi daerah dan untuk mendukung
pemerintahan yang baik serta menjadi pilar yang mempu secara dini
mencegah berbagai kesalahan, tindakan penyimpangan, penyalahgunaan
wewenang dan tindakan KKN.

Sebagaimana tersebut diatas maka Badan Pengawasan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan menyusun perencanaan strategik (Renstra)
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang
merupakan implementasi operasional dari Rencana Strategik Pemerintah

Provinsi Sulawest Selatan dengan merumuskan Visi dan Misi sebahal

berikut :

1. Visi

“Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Baik

Untuk Menunjang Kepemerintahan Yang Tangguh Guna Tercapainya
ntu

Visi dan Misi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan™.
isi

insi  Sulawesi  Selatan
_— gan Daerah Provinsi
Visi Badan Pengawa
mengandung Pengertian :

. h yang bersih dan baik yang ingin
pemerintah Daera
a. ﬂpﬂfﬂtm

hnya ketaatan, kedisiplinan dan
. g f:_.mgka tumbu
dicapai dalam

e e
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kepatuhan terhadap peraturan  perundang-undangan dalam
pelasanakaan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemerintah.

b. Menunjang kepemerintahan yang tangguh adalah untuk
mendukung terwujudnya kepemimpinan yang berprilaku adil,
jujur, cermat dan taat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:”

2. Misi
Untuk mewujudkan Visi Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan tersebut diatas, maka Misi Badan Pengawasan Daerah

Provinsi SulawesrSelatan sebagai berikut
a. Mendorong terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur

Pemerintah  Daerah  yang  bersih, professional  dan

bertanguungjawab.

b. Mendorong pemanfaatan Sumber Daya Alam agar dikelola secara

efisien, efektif dan ekonomis.

e Mendorong prakarsa dan tanggungjawab masyarakat dalam

menciptakan ke:pemimpinan dan pemerintahan yang bersih  dan

bebas KEN.

C. Struktus Organisasi

Struktur organisasi bagi setiap organisasi tentu berbeda sesuai

au metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan

dengan sistem at

g telah ditetapkan sebelumnya. Mamun pada

tugas untuk mencapai tujuan yan

dasarnya tujuan dari

struktur urganisasi adalah sama yakni memudahkan bagi

B e e e e

=
o I
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pimpinan mengadakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka untuk
mencapal tujuan.

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan yang erat antara
fungsi-fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam hal ini pembagian tugas,
dengan demikian orang-orang yang dalam struktur dapat dipersatukan
walaupun berlainan bidang atau seksi dan dapat melaksanakan koordinasi
yang baik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Struktur organisas Badan Pengawasan Daerah Frovinsi Sulawesi
Selatan yaitu sebagai bertkut:

1. Kepala Badan
2. Wakil Kepala Badan

Qekretariat terdiri dari:

E..l.;l

a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian K epegawaian
c. Sub Bagian Umum

d. Sub Bagian Program

4. Bidang Pemerintahan dan Agraria

a. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Umum

b. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah

¢. Sub Bidang pemeriksa Kelembangaan

4. Sub Pemeriksa Agraria
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3. Bidang Keuangan dan Pembangunan, terdiri dari -

" . .
Sub Bidang Pemeriksa Pengelolaan Keuangan dan pemangunan

Pusat

b. Sub Bidang Pemeriksa Pelaksanaan dan Perhitungan Keuangan

dan Pembangunan Daerah

¢. Sub Bidang Pemeriksa Pendapatan Daerah, BUMMN dan Yayasan.

d. Sub Bidang Pemeriksa Pelita Nasional dan Bantuan Luar Negen
6. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemeriksa Perlengkapan dan Peralatan Pusat

b. Sub Bidang Pemeriksa Perlengkapan dan Peralatan Daerah

¢. Sub Bidang Pemeriksa Kekayaan Daerah
7. Bidang Aparatur dan Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

a  Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Aparatur

b. Sub Bidang Pemeriksa Kesatuan Bangsa

c. Sub Bidang pemeriksa Perlindungan Masyarakat

Uraian Tugas dan Fu ngsi Sekretariat Badan Pengawasan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan:

h unsur pelayanan teknis Administrasi dan Fungsional

Sekretariat adala
dilingkungan Badan Yyang berada dibawah dan bertanggungjawab

Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi

langsung kepada Kepala

Selatan. | |
Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris yang
ekretari
; i han-bahan koordinasi Pengawasan
' tu menyiapkan ba
mempunyal tUgas yal
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dan P ' o
emberian Pelayanan Administratif dan Fungsional kepada semua

unsur dilingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi,
Dalam menyelengparakan tupas, Sekretariat mempunyai fungsi
a. Menyiapkan bahan koordinasi serta mengendalikan rencana dan

program kerja pengawasan

b. Menghimpun,  Mengolah, dan  meyimpan laporan  hasil
pemeriksaan/pengawasan.

¢. Menyusun bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis dan

fungsional i

d, Menyusun, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan

masyarakat dan legislatif

e Melakukan wurusan Kepegawaian, Keuangan, Surat Menyurat dan
Rumah Tangga

E. Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

a Dalam melaksanakan fugasnya Kepala Badan, Wakil Kepala Badan,

Qekretaris Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi, para Kepala
Bidang Pengawasan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
|

integrasi siﬁgkmnisasi.

b. Kepala Badan wakil Kepala Badan, Sekretaris Kepala Badan
: epa :

provinsi, para Kepala Bidang Pengawasan wajib

pengawasan Daeral
(ma pengawasan, norma pemeriksaan,

mengikuti dan mematuht N0
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no s a1
rma pelaporan serta petunjuk penilaian, pengujian, dan pengusutan

yang ditetapkan oleh Gubernur,

. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Kepala Badan
Pengawasan Daerah Propinsi, para Kepala Bidang Pengawasan wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala

tepat pada waktunya,
. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Sekretaris Kepala Badan
Pengawasan Daerah Propinsi, para Kepala Bidang melaksanakan

pengawasan melekat (Waskat)

. Kepala Badan menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-wakiu

kepada Gubernur Sulawesi Selatan mengenai pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Fengawasan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Kepala Badan menyampaikan hasil Pemeriksaan kepada Gubernur

Sulawesi Selatan dan instansi terkait.

Untuk menigkatkan intensitas pengawasan, Kepala Badan Pengawasan

melakukan koordainasi dengan perangkat pengawasan fungsional

lainnya yang meliputi : sasaraf pengawasan, waktu pemeriksaan,
n, serta cara pelaporan, bentuk laporan,

kesatuan bahasa dan peristilaha

dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Pengawasan Daerah Propinsi melakukan rapat-rapat
an
ut keperluan.
i secara berkala atau menur
koordinasi pengawasen



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan kerangka pikir dan operasional variabel yang telah
dikemukakan, maka dalam bab ini akan dideskripsikan masing-masing

variabel melalui indikator-indikatornya.

1. Variabel Pengawasan Melekat

Sebapai variabel pengaruh atau variabel elsogen, pengawasan
melekat dideskripsikan melalui dimensi-dimensi {a) pemantauvan;
(b) evaluasi; dan (c) tindak lanjut, I{etig; dimensi tersebut selanjutnya

dideskripsikan melalui indikator-indikatornya.

q. Dinemsi Pemantauan

Seperti diketahui bahwa pengawasan melekat adalah salah

satu alat yang dimaksudkan untuk mengamankan fungsi

perencanaan agar setiap aktivitas yang telah ditetapkan dapat

berjalan secara efektif dan efisien sehingga setiap sasaran yang
er]

telah ditetapkan dapat tercapat sesuai dengan yang diharapkan.

&

Untuk mewujudkﬂﬂ kondisi dimaksud maka peranan dan setiap
ntua

«Jetector” . Artinya, setiap atasan

atasan adalah sebagal

. wab untuk memantau setiap
; as dan tanggungid
mempunyal tug

50
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gerak dan tindakan para bawahannya agar tetap sesuai dengan

ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku.

Dalam penelitian ini, dimensi pemantavan diukur melalui
indikator-indikator: (a) rencana kerja harian; (b) bimbingan atasan;
(c) monitoring pekerjaan bawahan; (d) prosedur kerja; dan
(e) metode kerja. Berikut ini, dideskripsikan masing-masing

indikator tersebut berdasarkan tanggapan responden.

1) Indikator Rencana Kerja

Salah satu ciri utama dari proses pelaksanaan
pengawasan melekat adalah adanya rencana kerja harian dari
setiap pegawal yang merupakan tugas dan tanggungjawab

hersama antara setiap atasan dengan bawahan langsungnya.

Rencana kerja haria dimaksud harus tersedia setiap hari

sebelum para pﬁgawai melaksanakan pekerjaannya. Dengan

rencana kerja tersebut, haik atasan terutama bawahan secara

detail mengetahui pekerjaan apa yang harus diselesaikan pada

hari kerja tertentu sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah
ari

ata bawahan tertentu telah memiliki

disusunnya. Bila 16Ty

diri rencana kerja bhamannya,
tuk menyusun sen
kemampuan un

tasan adalah mengecek setiap hari, apakah rencana
ka tugas 4 N
- yang bersangkutan telah disiapkan

kerja harian dari pegawal

ﬂtﬂu =

sendiri rencana kerja hariannya, maka
sun

kemampuan menYt
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tu
Bas atasan adalah memberikan bimbingan dan petunjuk
schingga bawahan vang bersangkutan mampu menyusun
rencana kerja hariannya sendiri.
Tabel 5.1 berikut akan memperlihatkan tanggapan

responden tentang keadaan empirik dari indikator rencana kerja

harian dimaksud.

Tabel 5.1.
Jawaban Responden terhadap Indikator
Rencana Kerja
S kor ﬁi__.*.e'r.niitif Jawaban = Persentase

5 = sangat setuju 0 0.00

4 = setuju 2 3.85

3 = ragu-ragu 6 11.54

2 = kurang setuju 8 1538

1 = sangat tdk setuju 36 6923 |
Rata-rata 1.50

Sumber; Skor jawaban responden

Tabel 5.1 di atas memperlihatkan bahwa bagian terbesar

Bagian Sekretanat Badan Pengawasan Daerah

dari pegawai di
Provinsi gulawesi Selatan belum menggunakan rencana kerja

hagai acuan pelaksanaan pekerjaan cebarichar, viog
SE

gusun Secara bersama antara bawahan

seharusnya sudah di

Indikasi tersebut ditunjukkan
|langsungnyd.
dengan atasan

| tertinggl yaitu 16 orang pada skor 1

5. Selanjutnya indikasi tersebut
i 0 orang pada skor

dan frekuenst

ckor rata-raia yang hanya sebesar 1.50 yang

diperkuat melalui
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berarti jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan skor
4.00 - 5.00 yang diharapkan, Sedangkan sebaran dan besaran
frekuensi pada skor 4, skor 3 dan skor 2 menunjukkan bahwa
pada umt kerja tertentu ada pegawai yang telah bekerja
berdasarkan rencana kerja harian. Besaran skor-skor tersebut
sekaligus menunjukkan bahwa secara hirarkhis pengawasan
khususnya pengawasan melekat di Bagian Sekretariat Badan
Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana

sebagaimana yang diharapkan. i

Indikator Bimbingan Atasan

Ada dua tugas dan kewajibam atasan terhadap bawahan
berkenaan dengan indikator bimbingan ini. Pertama, atasan

harus memberikan pencerahan kepada setiap bawahan tentang

ikhwal sistem pengawasan melekat. Kedua, atasan harus
I

mberikan petunjuk kepada setiap bawahan tentang bagaimana
me

harusnya bekerja sesual dengan prinsip-prinsip pengawasan
52

lekat, Melalui pencerahan ini, sangat diharapkan setiap
melekat.

han memilikl pola tertentu dalam menangani tugas-
bawahan |

sesuai dengan sistem, prosedur dan metode kerja yang
tugasnya

Dengan demikian hasil kerja yang telah distandarkan
ditetapkan. L)€

wah bimbingan dan
giupayakan olch

para hawahan di ba
dapat

arahan gtasan.
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Untuk mengetahui gambaran tentang indikator bimbingan

atasan  ini, dapat disimak melaluj jawaban responden

sebagaimana tampak pada tabel 5.2 berikut,

Tabel 5.2.

Jawaban Responden terhadap Indikater
Bimbingan Atasan

Skor Alternatif Jawaban, *+ F | Persentase

5 = sangat setuju 3 578

4 = setuju 8 15.38
3 = ragu-ragu 30 57.69

2 = kurang setuju 11 21.15

1 = sangat tidak setuju 0 0.00
Jumlah 52 | 100.00

Rata-rata 1 3.06

Sumber: Skor jawaban responden

Dengan menempatkan perseniase 57.69% pada skor 3

sebagaimana diperlihatkan pada tabel 5.2 di atas sebagai

frekuensi netral, maka dilihat dari indikator bimbingan atasan ini

dapat dikatakan sedikit menggembirakan. Hal itu disebabkan

ada responden yang menjawab sangat tidak

karena selain tidak

. ternyata jumiah frekuensi pada skor 5 dan skor 4 lebih
setuju, |
dibandingkan dengan besaran frekuensi pada skor 2 dan
besar i

o H erbandingan ' indikasi hwa lebih
handi itu mengindikasikan ba
1l per 1
gkor 1. Hasl

ang telah memberikan pencerahan kepada
y
banyak atasan

g prinsiprprinsip

andingkan dengan atasan

kerja berdasarkan sistem

n
pawene! e yang belum

san mﬁlﬁkﬂt dib

pengawa
erahan kepada ba

wahannya. Namun demikian,

memberikan Pene
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L : . ;
egembiraan itu belum bisa dibangpakan, karena ternyata
besaran angka rata-rata seperti terlihat pada tabel 5.2 belum

mencapai skor ideal yang diharapkan vaitu 4.00 — 5.00.

Indikator Monitoring Kerja Bawahan

Untuk memastikan apakah para bawahan sedang bekerja
pada waktu kerja atau tidak sedang bekerja, maka setiap atasan
harus berada di tempat kerja, kecuali bila ada alasan-alasan
khusus yang mengharuskan atasan meninggalkan tempat kerja.
Secara psikologis, bila ada atasan di tempat kerja, para bawahan
cenderung untuk memperlihatkan bahwa mereka termasuk

bawahan yang selalu patuh pada waktu kerja yang telah

ditetapkan. Sebaliknya, bila atasan tidak sedang berada di tempat

kerja, maka ada sebagian bawahan yang cenderung tidak

berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi malah melakukan

hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Dengan

demikian, atasan yang memiliki komitmen terhadap pencapaian

pengawasan melekat akan berusaha untuk tetap herada di

tujuan
q setiap waktu kerja yang telah ditentukan

tempa[ kﬂf_j-ﬂ., Eﬂh in gg

k Jimanfaatkan geCard optimal oleh para bawahannya.
akan @ |
o waktu kera gecara optimal, maka

1 ' ' ktu
t diselesaikan sesual dengan wa
i ereka akan dapa
pekerjaan m

yang distandarkan-
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Untuk memperoleh  pambaran

monitoring kerja bawahan ini

tentang  indikator

dapat dilihat melalui jawaban

responden sebagaimana tampak pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3,
Jawaban RFspanden terhadap Indikator
Monitoring Kerja Bawahan
.Slmr_ Alternatif Jaw:.l.h.alﬁ , F ] I;EFE-EI.!.tH.El.-E

5 = sangat setuju 5 9.62
4 = setuju 11 21.15
3 = ragu-ragu 23 4423 |
2 = kurang seluju 11 21.15
1 = sangat tdk setuju 2 3.83

Jumlah 52 10099

Sumber: Skor jawaban responden

Sebaran persentase dan skor rata-rata pada tabel 5.3 di

atasan masih sering

' ra
atas menunjukkan bahwa umumnya pa

eninggalkan tempal kerja mereka sehingga oleh para bawahan
m

reka tidak secard {erus menerus memomitor
wa me

am kerja yag telah ditetapkan.

menilai bah

kerja mereka sesuai dengan ]

kan melalui skor rata-rata sebesar 3. 12 yang

Indikasi 1tu ditunjuk -
bih kecil dari skor 4.00 — 5.00 (setuju - sangat

leb1

. gedangkan sebaran

wa berdasarkan penilaian

e e frekuensi pada

yang diharapka

setuju)
erlihatkan bah

tabel 5.3 i ten melaksanakan

yang telah konsis

at atasan |
responden. terdap cocora Optimal sebagaimana

glekat o
fungs! pengd vttt & kor 5 yang ditkuti

I dE 5

dipeﬂihaﬂ:aﬂ
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dengan frekuensi 11 orang pada skor 4. Dengan demikian,
dipandang dari sudut indikator monitoring kerja bawahan ini,
dapat dikatakan bahwa di satu sisi sebagian atasan (pimpinan)
telah memperlihatkan konsistensinya dalam melaksanakan
fungsi pengawasan melekat, namun di sisi yang lain harus diakuw
pula bahwa masih terdapat sebagian atasan (pimpinan) yang
belum secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan

melekat sebagaimana mestinya,

Indikator Prosedur Kerja

Secara terminologi, prosedur mengandung makna urutan
langkah pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna

mewujudkan ~ sasaran  yang telah  ditetapkan.  Dalam

perkembangan administrasi perkantoran modern, prosedur kerja

merupakan galah satu aspek teknologl organisasi kantor yang

diarahkan untuk menaia tahapan langkah dan metode kerja antar

pegawai dan unit kerja sehingga setiap hambatan dalam operasi

fungsi-fungsi perkantoran dapat teratasi.

Untuk mengetahul kondisi dari indikator prosedur kerja,
dapat dilihat pada jawaban responden sebagaimana tertera pada
a

tabel 5.4 berikut.
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Tabel 5.4
Jawaban Responden terhadap Indikator
Prosedur Kerja
:'S,kuf' .M'ltrm.:tif.]awa.han - tl’e;seutase 3

3 = sangat setuju 4 | 7.69
4 = setuju 12 23.08
3 = ragu-ragu 21 51.92
2 = kurang setuju 9 17.31
| = sangat tidak setuju 0 0.00
Jumlah 52 100.00
Rata-rata 3.21

Sumber: Skor jawaban responden

Sebaran frekuensi vang diperlihatkan melalui tabel 5.4 di
atas menunjukkan bahwa prosedur kerja sebagai salah satu aspek

teknologi organisasi kantor helum tertata secara efektif guna

melancarkan tugas-tugas pegawal sebagaimana yang diharapkan.

Frekuensi tertinggi sebesar 27 orang pada skor 3 cukup

memperjelas indikasi tersebut yang selanjutnya diperkuat denga

besaran skor rata-rata sebesar 3.21 yang berarti relatif lebih kecil

dari skor 4.00 - 5.00 yang diharapkan.

5) Indikator Metode Kerja

dur kertja, metode kerja jugd merupakan aspek

Selain prose

.o dalam proses pﬂn}f:ln:saian pekerjaan pegawal. Metode

enting |

p lah cara-card yang digunakan oleh pegawal
a

gani pekerjaan sesuai bidang tugas dan peralatan

lam menan =

. gkan gefiap pegawai sesual bidang tugasnya,
' digun

kerja yang
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harus mampu menggunakan peralatan kerja yang digunakan.
Demikian pula dengan cara dan langkah yang harus diikuti
sesual dengan kebutuhan pekerjaan. Semakin mampu pegawai
mengoperasionalkan peralatan kerja beserta cara-caranya, maka
yvang bersangkutan akan mampu menyelesaikan setiap
pekerjaannya sesuai denpan standar waktu, jumlah dan mutu
yang diharapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana upaya atasan untuk
mengetahui metode kerja yang digunakan oleh para bawahannya,
dapat dilihat melalui jawaban responden sebagaimana tampak

pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 5.5
Jawaban Responden terhadap Indikator
Metode Keria
1Ekurﬂlte;nntlf .'_l.aii'_a-l:_rs',_n F : I_l?l‘}_lﬁl!}_gs_ﬁ :

5 = sangat setuju 9 17.31
4 = setuju 12 23.08
3 = ragu-ragu 21 4:1; ;2
5 = kprang setuju 10 ﬂ_nﬁ
] = sangat tidak setufy @ ___I{m.m

Jumlah 32 :
Rata-rata 3.38

Dari tabel 5.5 ch atas diketahui batwa bagian besar dari para

metode kerja Yang dipunakan oleh para

atasan telah mengetahut |
o Indikasi it ditunjukkan melaha frekuensi 0 orang

sebesar 9 orang dan
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skor 4 sebesar 12 orang yang ternyata lebih besar jika dibandingkan
dengan besaran frekuensi pada skor 2 sebesar 10 orang. Indikasi
tersebut selanjutnya diperkuat melalui skor rata-rata sebesar 3.38
yang berarti relatif lebih besar dari skor 3. Namun demikian, skor
tersebut juga sekaligus memperlihatkan bahwa terdapat sebagian
atasan yang belum mengetahui metode kerja yang digunakan oleh
bawahannya dalam bekerja sehari-hari. Indikasi itu diperlihatkan
melalui selisih skor ideal 4.00 — 5.00 denpan skor nyata (3.38)

sehesar 0.62 = 1.62.

. Dimensi Evaluasi
Gambaran empirik tentang hasil pekerjaan pegawai dapat

dilakukan melalui hasil dari evaluasi terhadap aspek-aspek yang terkait

di dalam proses penyelesaian pekerjaan. Untuk maksud tersebut

diperlukan kriteria-kriteria pengukuran yang baku dan jelas. Untuk

i i ini, di i indikator-indikator
mengukur dimensi evaluasi ini, dilakukan melalui indika

(a) kritena penilaian, (b) pemeriksaaan hasil pekerjaan, (c)
pangemha.'lian hasil penilaian pekerjaan, dan (d) objektivitas penilaian_l
Berikut ini, dideskripsikan masing-masing indiaktor tersebut melalut
jawaban responden yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi.
ian Pekerjaan

. ia Penila
Indikator Kriteria _ | |
) atau menilal hasil pekerjaan

rangka mengukur
gpai dengan haraparn atau belum, periama-

yang digunakan. Dengan
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demikian, apabila dajlam pelaksanaan pengawasan termasuk
pengawasan melekat telah tersedia kriteria penilaian pekerjaan
bawahan yang baku (standar), maka dari sudut pandang indikator ini
hal itu menunjukkan bahwa pengawasan itu telah memiliki standar
kerja yang baik. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan pengawasan
termasuk pengawasan melekat, tidak terdapat kriteria penilaran
pekerjaan bawahan secara baku (standar) maka hal itu menunjukkan
bahwa pengawasan vang dilakukan belum memiliki standar kerja
yang baik.

Untuk mengetahui sejauhmana ketersediaan  kriteria
penilaian pekerjaan bawahan di Bagian Sekretanat Badan
san Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat

Pengawa

melalui jawaban responden sebagaimana tampak pada tabel 5.6

berikut.
Tabel 5.6
Jawaban Responden terhadapllndikam:
Kriteria Penilaian Pekerjaan
. TTEEE T M -, -:'-\...-“-I.---
T T e | s PenSentase.
{gﬁuf--.ﬁug[n.atifﬂlfﬂhaﬂ.: o F 2 5 ?.? .
? 7 £ B : n ___._--—-—'3 _,.._-_--—-—'—'_'_"
5 = sangat setujt II . 184
Ao belh 23 44.23
. i 19 36.54
9 = kurang setuju |' . (9 |
| = sangal tidak setujy T'_'_—"—-_.lﬂﬂ.ﬂﬂ
[l ——T g

Rata-rata

m

Sumber: Skor jﬂ‘l"'ﬂha-“
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Tabel ' '
€l 3.6 di atas memperlihatkan bahwa unsur pimpinan

dalam menilai pekerjaan bawahan belum menggunakan kriteria
penilaian secara baku dan transparan. Tentunya hal ini
merupakan kelemahan dari proses pengawasan melekat. Indikasi
tersebut ditunjukkan melalui jumlah frekuensi pada skor 1 dan
skor 2 (20 orang) dibandingkan dengan jumlah frekuensi pada
skor 5 dan skor 4 sebesar 9 orang Indikasi yang sama
selanjutnya diperlihatkan melalui skor rata-rata sebear 2.83 yang

berarti lebih kecil dari skor 4.00 - 5.00 yang diharapkan.

Indikator Pengembalian Hasil Penilaian Pekerjaan
Milai dari hasil kerja bawahan bukan hanya untuk

diketahui unsur pimpinan selaku pihak penilai, akan tetapi harus

diketahui juga oleh bawahan selaku pibak yang dinilai. Bagi

unsur pimpinan, nilai hasil kefja hawahan dapat dijadikan acuan

langkah dan tindakan-tindakan manajerial. Sedangkan bagi

pawahan, nilai hasil kerja dapal dijadikan sarana introspeksi

an motivasl dalam rangka pengembangan diri

bekerja secard lebih baik dihari-hari yang akan datang.
a

kemampuan d

gun
hasil penilaian pekerjaan bawahan harus

Olehnya 1t
ui oleh bawahan yan g bersangkutan.

disampaikan yntuk diketab |
etahui sejauhmand implementasi indikator
g

dapat dilihat pada jawaban



Tabel 5.7 }

Jawaban Responden terhadap Indikator
Pengembalian Hasil Penilaian Pekenjaan

.S.khr.ﬁltfé"?“t“‘hw“h““ " F- | Persentase

3 = sangat setuju 2 .3.3.5

4 = setuju 5 9 &2

3 = ragu-ragu 25 48.08

2 = kurang setuju 16 30.77

1 = sangat tdk setuju 4 7.69
Jumlah 52 100.00

Rata-rata 2.7

Sumber: Skor jawaban responden

Memperhatikan sebaran frekuensi pada masing-masing
skor sebagaimana tampak pada tabel 5.7 di atas dapat diketahw

hahwa terdapat 4 orang responden yang tidak pernah mengetahui

tentang hasil penilaian pekerjaannya yang dilakukan oleh atasan

ing-masing gedangkan 16 orang lainnya mengatakan bahwa
masing- i

hasil pekerjaan mereka kurang mendapat perhatian dan atasan
a

k dalam pemeriksaan terutama  berkaitan  dengan
bai a

| or rata-rata yang hanya
: i aan. Besaran skor 14

ljan hasil peker]

pen gemba

cukup memperjelas bahwa para atasan

sebesar 2.71 kiranya

y ' ' karena
paikan hasil penilaian pekerjaan bawahan, kar
belum menyarm

ebih kecil dari besaran skor Yang

hesaran SKOT tersebut |

-~ 5.00.
diharapkan yaitu skor 4.00
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3) Indikator Objektivitas Penilaian Pekerjaan

Menilai hasil pekerjaan bawahan adalah tugas yang harus
dilaksanakan sedangkan objektif adalah kewajiban yang harus
ditegakkan oleh setiap atasan (penilai). Konsekuensinya adalah
apabila penilaian prestasi kerja tidak dilakukan maka hal itu
merupakan tindakan pelanggaran hukum administrasi negara dan
apabila penilaian pestasi bawahan dilakukan secara tidak
objektif, maka tindakan itu adalah dosa.

Untuk mengetahui sejauhmana indikator objektivitas
penilaian hasil pekerjaan bawahan oleh atasan, dapat dilihat
melalui jawaban responden sebagaimana tampak pada tabel 5.8

berikut.

Tabel 5.8

Jawaban Responden terhadap in_di.katm
Objektivitas Penilaian Pekerjaan

Shor Alternatif Jawaban | Es Persenfase
R SELR ':l ll 2
5 = gangat setuju :: ? zg
e 5 |
A=INgr BE 21 40.38
7 = kurang setuju : v

= g t tdk setuju | o] I T il S
:;Wffﬂ 1222
Rata-ata 2.60

gwaban responden

Sumber: Skor | |
pel 5.8 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Dari tabel -
ilai ' jaan bawahan
indikator objektivitas penilaian hasil peker)
; | -
dari 10 jeh pard atasan schagaimana Yang

helum diterapkar 5
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diharapkan. Indikasi ity diperlihatkan melalui baik besaran

frekuensi pada skor 2 dan skor 1 sebesar 24 orang. Demikian
pula dengan responden 23 orang pada skor 3 menunjukkan
bahwa tingkat objektivitas penilaian hasil pekerjaan bawahan
relatif belum dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa
tanggungjawab oleh para atasan. Namun demikian, masih
terdapat atasan yang telah menerapkan indikator ni
sebapaimana mestinya. Hal itu ditunjukkan melalui jawaban
—--  responden pada skor 5 dan skor 4 sehesar 5 orang (9.62%)
Melalui skor rata-rata sebesar 2.60 dapat diketahui bahwa secara
rata-rata unsur pimpinan di Bagian Sekretamat Badan

Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum

menerapkan indikator objektivitas penilaian hasil pekerjaan

bawahan sebagaimana yang diharapkan.

¢. Dimensi Tindak Lanjut
Qeperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk
epertl
jonalkan yariabel pengawasan melekat, maka salah
rasiona

0 : s
—— yang digunakan dalam penelitian i

gatu sub yariabel atau dimenst

dak lanjul Pengawasan melekat sebagal fungsi
tin :

imenst N
e 4 untuk mencegah terjadinya

penyimpangan mengandung

pa:nyimpaﬂgﬂﬂ yang terjadi harus

perbaikan dapat dilakukan
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dengan sebaik-hai
ga aik baiknya. Dalam kaitan ini maka indikator-indikator

ang di
yang digunakan untuk mengukur dimensi tindak lanjut adalah: (a)

emberi : '
P lan penghargaan; (b) pemberian sanksi; dan (c) pembinaan
pegawai,

Berikut ini dijelaskan masing-masing indikator tersebut

berdasarkan tanpgapan dari responden yang disajikan dalam

bentuk tabel frekuensi.

1) Indikator Pemberian Penghargaan
Penghargaan adalah suatu jenis kebutuhan manusia
termasuk para pegawai di Bagian Sekretariat Badan Pengawasan

Daerah Provinsi Sulawesi Qelatan. Dalam skripsi ini yang

dimaksud dengan penghargaan adalah bentuk kompensasi yang

dibenkan organisasi kepada pegawal yang secara nyata

mﬂmpaﬁihaﬂ{an prestasi kerja terbaik dibandingkan dengan

pegawai lain. Bentuk dari penghargaan tersebut

prestasi kerja
berupa piagam fasilitas tertentd sampai kepada kenaikan

Maksud dari pemberian penghargaan adalah

pangkat jstimewa.

: yasi bagi pegawai
- . palas jasa dan MO

selain sebagal

dimaksudkan sebagal perangsang/pendorong

pﬂnﬂrimai‘l ya, juga

aksanaan dan indikator

onden, dapat dilinat melalui tabel
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Tabel 5.9
Jawaban Responden terhadap Indikator
Pemberian Penghargaan
5 kur Mtf:rn_at'if Jawaban F Perseutﬁsre'
5 = sangat setuju | 3 5.17 |
4 = setuju 8 15.38
3 = ragu-ragu 32 61.54
2 = kurang setuju 9 17.31
1 = sangat tdk setuju 0 0.00
Jumlah 52 100.00
Rata-rata 3.10 |

Sumber: Skor jawaban responden

Sebaran frekuensi pada tabel 5.9 di atas memberikan

gambaran bahwa secara relatif, indikator pemberian penghargaan

ini telah dilaksanakan secara cukup baik. Meskipun skor

tertinggi berada pada skor 3 sebesar 32 orang, namun besaran

jumlah frekuensi pada skor 5 dan skor 4 (11 orang) temyaia
jumlah besaran

gar bila dibandingkan dengan J
(9 orang). Indikasi tersebut

relatif lebih be

frekuensi pada skor 1 dan skor 2

kan melalui besaran skor rata-rata sebesar

selanjutnya ditunjuk

3.10 yang perarti relatif lebih besar dari skor 3 (ragu-
: a

mgu!s&dang}_

n Ganksi
argaan berdasar atas pres

langgaran. Artinya, jika

i mberia
2) Indikator Pe I

Jika pemberian pengh

. 1 ordasar atas P&
an sanksi ber
o s oan kepadad pegawal yang secara
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o o2
pemberian sanksi diberikan kepada pegawai yang h
secara 54

terbukti memb
uat pelangparan berdasarkan ketentuan-ketentuan

organisasi yang berlaku.

Dalam konteks ini, sanksi tidak hanya dipandang semata-
mata sebagai hukuman saja, tetapi lebih dari itu sanksi juga
dapat dipandang sebagai bentuk pengajaran baik kepada
pelanggarnya juga kepada orang (pegawai) lainnya. Bagi
pelanggar, dengan sanksi yang diterimanya, diharapkan yang

bersangkutan tidak mengulang lagi pelanggaran, sedangkan bagi

pegawai lain, sanksi itu scbagai cermin bagi mereka untuk tidak

membuat pelanggaran sehingga mereka tidak akan memperoleh

sanksi yang sama atau bentuk sanksi lain sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil dan ketentuan-

ketentuan lain yang terkait dengannya.

kepada palanggarnya harus dilakukan

itu, setiap atasan harus melakukan

Pemberian sanks

berdasarkan fakta. Olehnya
engan sabaik—baiknya sehingga setiap hentuk

fungsi monitoring d
diketahu sebagaimana adanya

pelanggaran secara dini dapat

(objektif). DepEa

demikiar, diharapkan pemberian sanksi

positif terhadap
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Untuk me i se
ngetahui - sejauhmana pencrapan dari indikator

pemberian s s .. -
anksi ini, dapat dilihat melalui jawaban responden

sebagaimana tampak pada tabel 5.10 berikut

Tabel 5,10
Jawaban Responden terhadap Indikator
Pembenian Sanksi
Skor Alternatif Jawaban|  F % Persentase
5 = sangat setuju 2 | 3 85
4 = setuju 5 9 62
3 = ragu-ragu 27 51.91
| 2 = kurang setuju— 18 14,62
d
1 = sangat tdk setuju 0 0.00
Jumlah 52 | 10000 |
|
i Fata-rata 2.83 |

Sumber: Skor jawaban responden

Tabel 5.10 di atas memberikan gambaran bahwa belum

semua jenis dan hentuk pelanggaran yang terjadi di Bagian

Sekretariat telah diberikan sanksi schagaimana mestnya.
Indikasi itu diperlihatkan elalui skor rata-rata hanya sehesar

i lebih kecil dari skor 4.00 - 5.00 yang

2.83 vang berart
juga mengindikasikan hal yang

seharusnya. Sebaran frekuensl

frekuensi pada skor 1 dan skor 2 (18

. mana jumiab |
pada jumlah frekuensi pada skor

orang) ternyata |ebih besar 4211

5 dan skor 4 (7 orang)-

3) Indikator Promosi’ ekt s cara efektif, dapat
ngawasa

B il " pada masing-masing

diketahui knndisi ker]
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uni 1
it kerja yang ada, Berdasarkan ketentuan kepegawaian yang

berlaku, promosi pegawai dapat dilakukan melalui pendekatan
karier, juga dilakukan melalui pendekatan prestasi kerja (merit
sistem). Pendekatan karier dimaksudkan untuk memberikan
penghargaan kepada mereka yang memiliki masa kerja lebih
lama, sedangkan pendekatan prestasi dimaksudkan untuk
memberikan penghargaan kepada mereka yang secara nyata
memperlihatkan prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan
dengan prestasi pegawai fatmya.

Untuk mengetahui pelaksanaan dari indikator promosi ini,

dapat dilihat melalui jawaban responden sebagaimana tampak

pada tabel 5.11 berikut.

Tabel 5.11
Jawaban Responden terhadap Indikator
Promosl

T awabea

5 = sangat setuji - 2% 08

4 = setly 8 14.62

3= 14 26.92

7 = kurang sefuju ! 3 85
1 - sangat tdk setWld ——57100.00
— e P,

Rata-ratd P

I

Sember: Skot 2 gambaran bahwa

atas memberikan

5.11 di | )
- Bagian gekretariat di satu Sist

. egawai di
omosl peg » |
pelakﬂﬂﬂﬂﬂn 5 pamun di S8l lain
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l m

mengandung  kelemahan-kelem
eearm— Iahan dalam pelaksanaannya.
melalui besaran jumlah frekuensi pada
skor 5 dan skor 4 (18 orang) yang lebih besar daripada jumiah
frekuensi pada skor 1 dan skor 2 (16 orang). Meskipun skor rata-
rata sebesar 3.12 yang berarti relatif lebih besar daripada skor
3.00 (sedang) namun skor tersebut juga lebih kecil daripada skor
4.00 — 5.00 yang seharusnya.

4) Indikator Pembinaan Pegawai

Dinamika dan perubahan serta tuntutan lingkungan

eksternal organisasi menghendaki adanya penyesuaian dan

peningkatan kualitas kerja pegawai Ssecara konsisten  dan

kerja pegawai, secara langsung akan

berkelanjutan. Kualitas

berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam menyikapi
perubahan dan tuntutan lingkungan Yang akhir-akhir ini

n meningkat dan mendesak. Untuk memenuhi

cenderung semaki
wai khususnya para bawahan, maka

kualitas keria pega

pe.mhinaan mela

standar
jui program-program

diharuskan ada upaya
terlaksand secara konsisten dan

uruh Melalu kondist
secara langsung para

n manfaatnya berupa peningkatan
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kuanti E 1 I !

mereka.
Untuk 1 sej
mengetahul  sejauhmana  gambaran  indikator
embi 1
pembinaan pegawal yang telah dilakukan selama ini, dapat
dilihat melalul tanggapan responden seperli tampak pada tabel

5.12 berikut.

Tabel 5.12

Jawaban Responden terhadap Indikator
Pembinaan Pegawai

Skor Alternatif Jﬁwahan ik Perﬁnmﬁ
5 = gangat setuju 7 13.46
4 = setuju 9 17.31
21 51.92

3 = ragu-Tagu

2 = kurang setuju 9 12.31
1 = sangat tdk setuju 0 0.00
T — s | 10000
Rata-rata 327

Sumber: Skor jawaban responden

Tabel 5.12 di atas memberikan gambaran hahwa upaya
Jama ini di sats 5isi

g telah dilakukan s€

pembinaan pegawai yan -
tu diperlihatkan melalw

perhasilan. Indi

kasi
memperlihatkan ke

| pada sKOT 5 dan skor 4 (16 orang)

iumlah frekuensi pada skor 1

kipun demikiar, di sisi lain, upays
ugd mamparhhatkaﬂ sisi kegagalan.

g]ui besa]'ﬂﬂ ﬁ‘e:h:uﬂnsi pada skot y

sar 27 orang. melalui skor



rala-raia sebe . "l . "
sar 3.27 menunjukkan bahwa hasil ygng,; dl" .’I ie
Il:apfﬂ'l

N

m -

melalui 1
Program pembinaan pegawai selama ini mas.iﬁ‘ﬁéﬁu

diti ! 15i
tingkatkan sehingpa kondisi kuantitas dan kualitats kerja

pegawai menjadi lebih baik lagi.

2. Variabel Efektivitas Kerja Pegawai

Sebagai wvariabel endogen (yang dipengaruhi), data tentang
variabel efektivitas kerja pegawai dideskripsikan senantiasa dikaitkan

dengan kondisi variabel pengawasan melekat sebagai variabel eksogen

]

(yang mempengaruhi). Deskripsi data tentang kondisi empirik

pelaksanaan pengawasan melekat, secara umurm menunjukkan bahwa

pelaksanaan dar fungsi tersebut di Bagian Sekretarial Badan

Pengawasan Daerah Provinsi Sulawes Selatan menunjukkan keadaan

yang belum optimal. Indikasi itu dapat dilihat melalui skor rata-raid

g indikator yang digunakan belum mencapai besaran

dari masing-masin
maksimal). Sebagai variabel

ideal yaitu skor 4.00 = 5.00 (optimal -

tunya tidak dapat ber
kerja pﬂgmﬂi sebagaima

pengaruh secard optimal

eksogen. Kondisi int ten
ivi na vang
terhadap kondisi empirik efektrvitas

Vi wal 1
. dala tentans variabel efektivitas kerd pegawal
Deskripsi 48 |

' it Waktu penyelesaian

! alui 1iga dimenst. yaitu: (a) !
o " | kerjaan dan (€] Kualitas hasil
i " ]
pekerjaan, (b) Kuantila® hasil P&

pekerjaan.
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a. Dimensi Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar Sekretariat adalah
memberikan pelayanan data dan informas; kepada pihak-pihak yang
harus (wajib) dilayani utamanya pelayanan data dan informasi kepada
unsur pimpinan guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial
mereka termasuk di dalamnya pengambilan keputusan yang berkualitas,
Fungsi dasar tersebut mengandung pengertian bahwa salah satu cinl
dasar dari pekerjaan sekretariat adalah ditentukakn oleh pekerjaan
oreanisasi lainnya. Ini berarli bahwa dimensi Fetepatan wakiu
pe,n}.relv:saian pekerjaan herkenaan dengan fungsi penyajian data dan

informasi dari para responden (pegawai) kepada unsur pimpinan dan

pihak lain secara internal maupun eksternal. Hal tersebut sejalan dengan

salah satu sasaran dari pengawasan melekat adalah pemanfaatan waktu

o ; X
kerja. Melalui pengawasan melekat yang efektif diharapkan setiap mer

n
dari waktu kerja yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan denga
| menyelesaikan pekerjaan

nitu
secara optimal oleh para hawahan U

dibutuhkan dapat

i ; ilayani.
P!hak-Pihak yang dilay g dimensi kelepatan waktu
tenta

irik
i lui lﬂdlkﬂ.tl.‘ﬂ'*ll‘lﬁlhalﬂf

kerjaan 1m0 dilakukan mela

Kondisi

penyelesaial pe . (b) penundaan
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aktu dala ja; i
w m bekerja; dan (c)} penyajian data dan atau informasi

pada saat dibutuhkan. Berikut ini disajikan deskripsi data tentang

masing-masing indikator tersebut
1) Indikator Kemampuan Operasional Komputer

Kepunaan dari setiap data dan atau informasi antara lain
sangat ditentukan oleh aspek waktu, yaitu waktu yang
berkenaan dengan kebutuhan akan data dan atau informasi
yang dibutuhkan. Artinya, apabila data dan atau informasi
{ertentu dapat disajikan tepat pada saal dibutuhkan,-maka nilal
guna dari data dan atau informasi itu menjadi tinggi.

Sebaliknya, apabila data dan atau informasi tertentu tidak dapat

disajikan tepat pada saat dibutuhkan, maka nilai guna dari data

dan atau informasi iiu menjadi rendah.

Guna memenuhi standar ketepatan waktu penyajian data

pada saat dibutuhkan, maka salah satu

" = = i .I 1 a E

perasiana!l.:an Komputer sebagal salah

pegawal dalam mengo

stem info masl yan

1 sl
satu teknologl gkat kemampuan

i seberapd baik tin

melalui jawaban

responden sebagaimand tampak

dapat dilihat

pada tabel 5.13 herikol.
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Tabel 5.13

i aEaban Responden terhadap Indikator
emampuan Opersional Komputer

[

5_.1;{_"1 Alll‘:rnahf -}Hw'n?mn i R Persentase

5 = sangat setuju 5 -. 951
4 = setuju 12 23.08
3 = ragu-ragu 21 40.38
2 = kurang setuju 10 19.23

1 = sangat tdk setuju 4 769 |
Jumlah 52 100.00
Rata-rata 3.07

Sumber: Skor jawaban responden

—

Tabel 5.13 di atas memberikan gambaran bahwa jumlah

pegawai di Bagian Sekretariat yang memiliki kemampuan

mengoperasionalkan komputer lebih banyak bila dibandingkan

dengan jumlah pegawal Yyang tidak memiliki kemampuan

lﬂEﬂgﬂpE[&iﬂ-nﬂlkaﬂ komputer dalam proses pelaksanaan tugas-

Indikasi tersebut ditunjukkan

tugas perkantoran (tatausaha).

I ] 1 ada E-l':ﬂ
E i i j Y

1 dan skor 2 sebearl
diperjelas oleh skor rat

lebih besar dan
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2) Indikator Penundaan Wakiy Bekeri
ja

. Salah satu indikasi pegawai yang bermotivasi kerja tinggi
alah selalu berusaha untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat
wakt?"" Sebaliknya, indikasi pegawai yang bermotivasi kerja rendah
adalah selalu menunda wakiu dalam bekerja. Artinya, wakiu kerja
yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, justru
digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan
pekerjaannya. Jika gambaran empink tentang indikasi kedua ini
mendominasi perilaku pegawai, maka hampir dipastikan bahwa
efektivitas dan kinerja mereka tidak akan sesual dengan kondisi yang
diharapkan.

Untuk mengetahul sejauhmana kondisi empirik tentang

indikator penundaan waktu dalam bekerja ini, dapat dilihat melalw

mana tampak pada tabel 5.14 berikut.

jawaban responden sebaga
Tabel 5.14
dap Indikator
1 n Responden terhadap
anﬂgﬂgﬂenundaan Walktu Bekerj
5 — sangat setd 13.46
5 = sangat setujud igh
4 = sctuju st
s 13 25.00
3 =kursog = g -
__l_fjifl&at 1dk setuiu : 1158
- Jumlah =
Rata-ratd
o kurjaWahan responden
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Sebaran frekuensi pada tabel 5.14 di atas, memperlihatkan
bahwa masih lebih besar jumlah pegawal vang sering menunda
wakiu dalam bekerja. Indikasi itu dilihat melalui jumlah frekuensi
pada skor 5 dan skor 4 sebesar 16 orang (30.77%) temyata lebih
kecil daripada jumlah frekuensi pada skor 1 dan skor 2 sebesar 19
orang (36.54%). Indikasi itu juga dipertegas melalui skor rata-rata
sebesar 2.96 yang berarti relatif lebih kecil dan skor 4.00 — 5.00

yang diharapkan.

Indikator Waktu Penyajian Data/informasi

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi dasar dari

sekretariat adalah memberikan pelayanan dala dan informasi Lkepada

pihakaihak yang dilayani qesual kebutuhan. gemakin bernilai dan

perguna dari data dan atau informasi yang di

butuhkan, apabila data

dan atau informast tersebut disajik

data dan atau informasi

Dengan demikian, apabild (enyata bal¥@
ilai i dan atau
pilai guna dari datd

isaji o terlambat maka

yang disajikan 1t

' 11 herkurang

informasl jtu menjad! -

vk Pﬂgawai - ¢ dilihat melalui jawaban
: ang me utu‘llkan:r dﬂpﬁ
kepada pihak ¥ B
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Tabel 5.15
Jawaban Responden terhadap Indikator
Waktu Penyajian Data/Informasi
Skﬁ:: Alternatif Jawaban|  F . | Persentase
5§ = sangat setuju b 11.54
4 = setuju 8 15.38
19 36.54
3 = ragu-ragu 6,92
7 = kurang setuju ': glm
2 c setuju ——
| = sangat tdk sety) = 100.00 |
Jumlah
292

Sumber: Skor jawaban responden

jumlah pegawal
hirakan Hal itu disebabkan karena J
menggemblrarai.

t
' i tepat pada sad
enyajikan data dan informasi
m
yang mampu

| yang
bila dubandmgkan dengan pegawal ya
ikit bt

ibutuhkan.
 tidak tepal pada saal dibutu

Jalut i besaran }umlah frekuensi pada
plalu

lah
lebih keeil daripada jum
g

9 orang). {ndikasi tersebut

92
| " besar 2.
frekuenst pada sk o A

giperlihaté? mela s

1 i or
selanjutny? " o ;
grti mas!t

yang ber
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b. Dimensi Kuantitas Hasil Pekerjaan

Sulah satu diantara alat ukur yang digunakan untuk mengungkap
tingkat efektivitas keria pegawai adalah seberapa mampu mereka dapat
menyajikan data dan atau informasi sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan, Jumlah Yyang dimaksudkan di sini melipuli delail
data/informasi, jumlah lembaran (eksemplar) dan juga kelengkapan
(lampiran) dari data dan informasi yang disajikan.

Kondisi empirik tentang dimensi kuantitas hasil pekerjaan ini

dilakukan melalul ndikator-indikator. (a) rasio perlatan kerja

dengan volume pekerjaam; (b) kelengkapan Jdata/informasi yang
disajikan; dan (c) waktu penyajian datajinformasi. Berikut ini

disajikan deskripsi data tentang masing-masiog indikaot tersebut

1) Indikator Rasio Peralatad Kerja dengal yolume Pekerjaat
Memang harus diakui bahwe manusia merupakan unsul
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mereka guna m )i
enyajikan data dan informasi secara ce t
pat, lepal,

lengkap dan berkualitas.
Untuk 1 sej
mengetahui sejauhmana kondisi empirik tentang
kesei
seimbangan antara peralatan kerja dengan volume pekerjaan
dapat dilihat melalui tanggapan responden sebagaimana lampak
pada tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16

I.Fawahan Responden terhadap Indikator
Rasio Peralatan Kerja dengan Volume Pekerjaan

Skor Alternatif Jawaban F | Persentase G
5 = sangat setuju 8 15.38
4 = setuju 17 32,69
3 = ragu-Tagu 22 | 4231
7 = kurang setuju 3 9.62
1 = sangat tdk setuin | O L B}
Jumlah ,___.53._-—- L
Rata-raid _____?_'_51__

Sumber: Skor jawaban responden

Tabel 5.16 di atas mempcrlihatkan bahwa kondisi

n Sekretarial Badan Pengawasal Daerah

peralatan kerja di Bagia
esi Selatan da

pat dikatakan sudah seimbang

Provinsi Sulaw i
volume dan kebutuhal pekerjaan pegawal. [ndikasi itu
frekuens! pada skoT 5 dan skor 4

. pesaran jumiah
jumiah frekuensi pada

' garan
(25 orang) dibandingka? ngan be |
[ndikasi yang cama selanjuinyd

2 (5 orang)
ta-rata sebesar 1.54 yang

skor 1 dan skor
n gkor ra

. ;. hesard
rkuat melalutl
dipe hﬂﬂpaﬂ }'El.itu 400 - 5.00.

' T
berarti relatif mend:kah gko
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2) Penyajian data/informasi secara Lengkap

Salah satu diantara persyaratan pelayanan data dan

informasi yang baik adalah penyajian datafinformasi secara
lengkap. Para manajer, dalam melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen terutama dalam proses pengambilan kepulusan,
sangat membutuhkan data yang berkualitas, juga membutuhkan
data yang lengkap tentang hal atan peristiwa tertentu. Data dan
atau informasi yang kurang lengkap akan menghambat para

manajer uniuk mengetahui secara lengkap gambaran lenlang hal

atau peristiwa yang dilaporkan. Di sisi lain, penyajian data dan

atau informasi secara lengkap, menggambarkan kualitas kerja

dari pegawai yang menyajikan data dan atau informast.

Untuk mengetahu! gambaran tentang indikator penyajian

data/informasi  secatd lengkap 0L dapat dilibat melalu
ata/in

tanggapan responden sebagaimana tampa

berikut.




Tabel 5,17

Jawaban Responde
n terhadap Indik
Kelengkapan Data/Informasi yang I;isaalj?lr.:an

= .
Skor ﬁ_!_ternatlf Jawaban F Persetitaze:
5 = sangat setuju 3 25 ﬂl.}
4 = setuju 6 .54
3 = ragu-ragu 21 40.38
2 = kurang seluju 18 34.62
1 = sangat tdk setuju 4 7.69
Jumlah 52 100.00
4 Rata-rata 2.73 J

Sumber: Skor jawaban responden
Sebaran [rekuensi pada tahel 5.17 di atas memberikan

gambaran hahwa data dan atau informasi yang disajikan oleh

para pegawal kepada pihak-pihak yang dilayani umumnya dalam

kondisi yang kurang lengkap. Kondisi ini tentunya Kurang

mendukung pelaksanaaf tugas-lugas manajemen  sekaligus
kurang memuaskan pihak-pihak lain yang dilayani. Indikasi

tersebut diperlihatkan melalui besaran jumlah frekuenst pada
yata lebih hesar dari

¢ 27 orang yans term

skor 1 dan skof 7 sebesa
ckor 4 sebesat 9 orang,

pﬂdﬂ ckor 3 dan

jumlah frekuenst
melalui skor rata-rata

i 1 kum
Sar =

diharapkan
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b. Dimensi Kualitas Hasil Pekerjaan

Selain kuantitas, maka kualitas hasil pekerjaan merupakan
ukuran, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai adalah
efektifl atau tidak. Dimensi ini selanjutnya diukur melalui indikator-
indikator: (a) tingkat motivasi kerja pegawai; (b) kualitas peralatan
kerja; dan (c) kreativitas kerja pegawai. Berikut imi disajikan
pambaran tentang kondisi empirik dari masing-masing indikator

tersebut.

1) Indikator Tingkat Motivasi Kerja
Pada dasarnya, motivasi kerja merupakan gambaran

fentang tingkat kemaudn dan semangat kerja pegawai dalam

melaksanakan pekerjaan guna sebagai upaya pencapaian tujuan

' ’ i yan
organisasi sebagaimana Yang diharapkan. Pegawal yang
' ' an
hermotivasi tinggn senantiasa bekerja sesual dengan ketentu
) . .
; diperintah dan diawasi
15asi berlaku tanpa harus
grganisasl Yans e
. . i
ketat oleh atasan Pegawal Yang bermotivasi UREE
secara | | i
mpatkan tujuan organisasi di atas tujuan pribadi
ene

o bekerja dengan pen
¢ terbaik dalam rangka

fiasa m
e uh harapan agar

pe,rsemhahka.n outpu

iasg  MME _ _
Eﬂﬂﬂﬂ“ﬁ u:rhadap pencapmnn {ujoan

mal
motivasi kerja rendah

jawasi tat.
bil diperintah dan diawas: secara keta
ja bila

ﬁnghaﬁjpkﬂn imbalan {kﬂmpﬁnﬁﬂsi}
m
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material dan
pada saat tertely mereka cenderung mengalihkan

tujuan organisasi kepada tujuan pribadi atay tujuan kelompok.
Untuk mengetahui kondisi empirik dari motivasi kerja
pegawai di Bagian Sekretariat Badan Pengawaan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, dapal dilihat melalui tanggapan
responden sebagaimana tampak pada tabel 5.18 berikut.

Tabel 5.18

Jawaban Responden terhadap Indikator
Motivasi kerja

Skor Alternatif Jawaban B Persentase
5 = sangat setuju 3 8 .62
4 = setuju 8 1538
3 = ragu-ragu 24 46.15
7 = kurang setuju 12 23.08
3 5.0

1 =sangat tdk setuju
Jumiah

Rata-rafa

52 100.00
3.00

Sumber: Skot jawaban responden

sebagaimana terlihat pada tabel

Dari sebaran frekuenst

5 18 di atas diperoleh gambaran bahwa tingkat motivasi kerja

juga di perkual melalu

sa dibilang belum tinggl Indikast

skor tertinggl berada pada

o bi
bisa dib
tersebut selain dit

skor rata-rata
orang.



86
2) Indikator Kualitas Peralatan Kerja

Scbagaimana telah  dikemukakan sebelumnya bahwa
selain unsur manusia, peralatan kerja juga merupakan salah satu
unsur organisasi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat
meneniukan keberhasilan pencapaian (ujuan organisasi.
Peralatan kerja dimaksud meliputi aspek kuantitas (jumlah) dan
aspek kualitas (mutu). Kualitas peralatan akan berpengaruh
terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh pegawai. Semakin
(inggi kualitas peralatan kerja yang digunakan, akan semakin

tinggi pula kualitas putput yang dihasilkan,

Untk mengetahui sejauhmana kualitas peralatan kerja

yang digunakan oleh responden dalam melaksanakan tugas

sehari-hari, dapat dilthat melalui tanggapan mereka seperti

tampak pada tabel 5.19 berikut.

Tabel 5.19

Jawaban Responden terhadap Indikator
& ualitas Peralatan Kerja

Sl-tﬂi‘ .&]ternnhf Jawahﬂﬂ F Lo :FET;,. T:H
5 = sangat et 17.31
b = getuju 19 36.54
| 3 =ragu -raghl 14 26.92
2 = kurang Set® ‘. .
| | —sangatudkselS 7,7 | 100
it — | 306
ta-rata I

R—a
or jawabar responden

gumber: Sk
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Dari tabel 519 g; atas, diperoleh gambaran bahwa

kualitas peralatan kerja yang digunakan oleh para pegawai
dalam menangani pekerjaan mereka sehari-hari termasuk
kategori sedang. Indikasi tersebut ditunjukkan melalui besaran
jumlah frekuensi pada skor 1 dan skor 2 sebesar 17 orang yang
ternyata relatif sama besar bila dibandingkan dengan besaran
jumlah frekuensi pada skor 5 dan skor 4 sebesar 16 orang,
Indikasi tersebut selanjutnya diperlihatkan melalui skor rata-rata
sebesar 3.06 yang berarli meskipun besaran skor tersebul secara

relatif berada di atas skor 3.00 (sedang) namun besaran skor

tersebut masih lebih kecil dari skor 4,00 - 5.00 yang diharapkan.

Dikaitkan dengan indikator rasio peralatan kerja dengan volume

pekerjaan (lihat tabel 5.16) dengan skor rata-rata sebesar 3.54

njukkan hahwa kuantitas (jumlah) peralatan kerja yang
menu

dia relatif lebih paik dari kualitas (mutu) peralatan kerja
tersedi

yang diharapkan.

5 Pegﬂ\‘l"ﬂi

ikator Hi‘ﬂﬂti'ﬂ"itﬁ o
fadiks | wawasan dan skill serta motivast

: memilik
Fsgawﬂl yang | .
sil kerna
- Tung tidak cepal puas dengan ha 1
o de
yang tinggl ¢°1

kee mendorong

ra kerja baru yang lebih

, pola dan €&

output Y2ng lebih berkualitas,
n

dan inl‘urmasi disajikan dalam
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bentuk an '
gka dan Kalimal (narasi), maka mereks cenderung

untuk mencari pola dan bentuk penyajian data dan informasi
yang lebih baik misalnya pola diagram, grafik atau pola lain
yang lebih sederhana dan transparan, Dengan demikian
pengguna dala dan informasi akan semakin puas dengan hasil
vang disajikan oleh pegawai.

Untuk mengetahui  sejauhmana  fingkat kemampuan
pegawai dalam mengkreasi hasil-hasil pekerjaan mereka, dapat

dilihat melalui langgapan responden sehagaimana tampak pada

tabel 5.20 benikut.

Tabel 5.20
Jjawaban Responden terhadap Indikator
Kreativilas Pegawal
Skor Alternatif Jawaban). - F, - | Rersentasc
5 = sangat setyu :
4 = getuju 6 11.54
5.77
3 = ragu-ragl 29 ;1 15
2 = kurang setuju 11 g.ﬂ
1 = sangat tdk setuju _%ﬁ_ﬂ_—ﬁlﬁ'ﬂ_—_
i Jumlah | 52 L —

[ e 295

e ——
awaban mspn.ndﬁ‘-ﬂ

ber: Skor j A
Sum <i pada tabel 5.20 di atas

Secard empirik, gebaran frekuen
hahwa: (a) tingkat kreativitas pegawai di Bagian
an :

menunj'-lkk
pervariasi antard

pggﬂﬂrﬂi yang satu dengan

tariat cukuP ] S
Sekre ingkat kreativitas pegawal di bagian

dan (B) ¢

dikatakan !

' lai d, ;
pegawal lainny Indikasi yang

kup tingel

ini belum
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disebutkan 1 i
erakhir tersebut diperlihatkan melalui jumlah

besaran frekuens

o HI;E:: ;a{:a skor 5 dﬂTI. skor 4 (harapan) yang hanya
: ernyata lebih kecil dari jumlah frekuensi

pada skor 1 dan skor 2 (empirik) sebesar 16 orang (30.77%).

Indikasi tersebul, selanjutnya diperkuat melalui besaran skor

rata-rata yaitu 2.75 yang berarti lebih kecil dari skor 4.00 — 5.00

yang diharapkan.

E. Pembahasan

—

1. Pengawasan Melekat

Diketahui bahwa secara umum, pengawasan fermasuk

pengawasan melekat adalah salah salu fungsi manajemen Yang

dimaksudkan untuk mengamankan setiap aktivitas yang telah

direncanakan dalam proses pelaksanaannya. Atau dengan perkataan

dalah alat pengamarn dari fungsi perencanaan agar

lain pengawasan a
an dapat berjalan secara efektil dan

setiap aktivitas yang telah ditetapk
caran yang telah ditetapkan dapat tercapal

efisien sehinggd setiap 54
g diharapkan.

jvitas dan pﬂn::apaian qasaran seba

manajer {atasan)
gas dan tanggung J

Untuk mewujudkan kondisi

sesual  dengan yan
gaimana dimaksud

pelaksanaan akt
n dari setiap

adalah sehagai “detecior”.

a
maka peran "

men‘lpﬂﬁl"ﬂl tu
hawahan agat tetap sesudi

i yang perlaku. Apabila ternyata

dan perperilaky menyimpang, maka atasan
P

ada bawaha? yang persikd
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represif guna mengatasi sikap dan perilaku menyimpang tersebut.
u

Ulasan singkat di atas menunjukkan bahwa pada dasamya
tujuan dan setiap proses pengawasan termasuk pengawasan melekat
adalah: (a) unluk mencegah terjadinya penyimpangan, dan (b)
mengatasi setiap bentuk penyimpangan vang terjadi. Ini berarti bahwa
apabila setiap atasan pada semua level organisasi dapat melaksanakan
fungsi pengawasan melekat ini sebagaimana mestinya, maka: (a) sikap
dan perilaku bawahan akan telap konsisten dengan ketentuan-

ketentuan organisasi yang berlaku; (b) penanganan pekerjaan oleh

bawahan menjadi efektif; dan (c) pencapaian sasaran akan menjadi

efisien. Ketiga target dan harapan pengawasan melekat yang

disebutkan terakhir ini memberikan isyarat bahwa pembahasan
tentang peranan pengawasan melekat akan terkait dengan dimensi

pemantauan, dimensi evaluasi dan dimensi tindak lamjut.

b. Ddimensi Pemantauan
(entang  dimenst pemantauan

Dari  deskripsi

graikan pada sub bab sebelumnya, dapat

sebagaimana telah di i

Il ¥ . i tﬂn

diketahui |
n untuk bekera berd

asarkan rencana kerja

mengharuskan bawané -

emiliki gamparar

antara atasan dengan b

harian yang dit yang utuh tentang sikap

pekerjaan; (c) par2
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atasan belum
menetapkan prosedyr kerja tetap (PROTAP)
sebagai

acuan kerja
yang jelas

bawahannya.

mengenal metode kerja yang digunakan oleh

baku:
; dan (d) para atasan belum memilik gambaran

Fara

Indikasi dari pernyalaan-pernyataan di atas dapat dilihat

melalui skor

rata-rata dan rata-rata skor dari masing-masing

indikator dari dimensi pemantauan sebagaimana terlihat pada tabel

5.21 berikut.

—-— Tabel 5.21
Skor Rata-Rata dan Rata-Rata Skor Dimensi
Pemantauan
- Dimensi | . Indikator | Skor Rata-Rata
Rencana Kerja 1.50
| Bimbingan 106
Atasan
Monitoring
Pﬂmﬂntﬂuﬂn M&_‘_ 3. 12
Prosedur Kerja 3.21
il i 3.38
. [Metode Kerja L ———===—
2.85
Rata-rata
ghan Data

rata-rata maupun be

skor harap

Sumber: Hasil Pengol
Tabel 5.21 di afas mem

an yaitu 4.0

yang paling Je

perlihatkan hahwa: (a) besaran skor

r tidak ada yang mencapal

h 1,50 pada

hahwa aktivitas

saran rata-rata sko
g - 5.00; (b) skor terenda

Kerja harian menunjukkan

mah dilakukan adalah para atasan

ncana kera harian bersama

psnﬁtﬂpﬂﬂ re

tingkat
;:njadi acuan dan alat ukur Ung
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efektivi ' ' '
ktivitas kerja masing-masing bawsahan yang diawasi. Sk
: or

tertinggi 3.21 pada indikator Prosedur kerja mengindikasikan
bahwa aktivitas pemantauan yang cukup efektif dilakukan olch
para atasan adalah mengarahkan para bawahan untuk bekerja
sesual dengan prosedur kerja yang berlaku. Namun disavangkan
prosedur kerja tersebut belum secara baku ditetapkan sebagai
pedoman Kkerja di setiap unit kerja. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh

unsur pimpinan di Bagian Sekretariat belum diimplementasikan

sebagaimana yang diharapkan. Indikasi itu ditunjukkan oleh rata-

rata skor dimensi pemantauan Yyang hanya sebesar 2.85 yang

berarti lebih kecil dari skor 4.00 - 5.00 yang diharapkan,

. Dimensi Evaluasi
Untuk mengatahui sejauhmand tingkat efektivitas kerja dan

n. diperlukan aktivitas evaluasi yang dimaksudkan

setiap bawaha |
heserta hasil kerja yang

untuk menilal kondisi kerja hawahan |
- aktivitas ini, pard atasan dapal mengetahut
ui i

dicapainya. Melal
yakinkan faktor-fak!

g menghambat uPd

or kerja apa yang mendukung dan

SRR ya para bawahan dalam

faktor-fakior e alui aktivitas

erbaik mereka. Mel

2 atahul bawd
dapat diket
aluasi ini JUE? tuan-ketentuan

) g tidak panl pada kel

; mana Y&© . enilaian ini, dapat
. perlaku. D20 mr:laiuiaknwtas penilal

. grid
organisasi Yans
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diketahui i
ul pegawal mana yang patul dan layak mendapat

penghargaan dan Pegawal mana yang harus diberikan sanksi secara
objektif sesuai bentuk dan bobot pelanggaran yang dilakukan,
Dari deskripsi data tentang dimensi evaluasi sebagaimana
telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa:
(a) para atasan belum memiliki acuan baku dalam menilas
pekerjaan bawahan; (b) para bawahan belum konsisten
mengembalikan hasil penilaian pekerjaan bawahan; dan (c) para
atasan belum objektif dalam menilai hasil pekerjaan bawahan.

Indikasi dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat

melalui skor rata-rata dan rata-raia skor dari masing-masing

indikator dari dimensi pemantauan sebagaimana terlihat pada tabel

5.22 berikul.

Tabel 5.22

dan Rata-Rata Skor Dimensi

Skor Rara-Raia _
Evaluasi

o E]i-qr Eﬂtﬂ'_-ﬂﬂt_l_i..
"~ Dimens} T RO
f-' e ; i Krﬂma Pgnﬂalaﬂ 233
f Pekerjaan e
Ff_nggmhﬂl!ﬂ-n 2.71
T _._._._._._._._t—-_-
Evaluasi Hasil Penilaian
Db_;aklwnas 2.60
TR |
penilaian S
Rata-ratd ——

ber: Hasi! Peng} bahwa: (2] bhesaran skor

Sum

% 22 di atas

Tabe yang mencapa

rata-rata maupun P
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Ek P . L

indikator objektivitas penilaian  hasj) pekerjaan menunjukk
an

bah Vi i '
wa aktivitas evalyasj yang paling lemah adalah para atasan

masih subjektif dalam menilai hasil pekerjaan bawahan adalah
konsisten dalam penetapan rencana kerja harian bersama bawahan,
Skor tertinggi 283 pada indikator kriteria penilaian
mengindikasikan bahwa meskipun belum ada kriteria penilaian
pekerjaan secara baku, namun para atasan memiliki pengalaman
dalam menentukan sendiri kriteriz-secara umum dalam memilal
hasil pekerjaan bawahan. Meskipun demikian, dapat dikatakan

bahwa pengawasan melekat oleh unsur pimpinan di Bagian

Sekretariat  belum  diimplementasikan sebagaimana  yang

diharapkan. Indikasi itu diperlihatkan oleh rata-rala skor dimensi

evaluasi yang hanya sebesar 2.71 yang herarti lebih kecil dari skor

4.00 - 5.00 yang diharapkan.

. DimensiTindakIﬂnjut
g telah

. o (o
Aktivitas monitoring JUga aktivitas evaluasi ya
mnya akan permakna d

fektivitas kerja pegawal

an berperan secara optimal

dijelaskan sebelu -
dalam upaya peningkatant €

sebut

ditkuti dengan upaya TESpon secar

far r _—
kedua aktivitas 1€ dan nilai-nilai

hadap hasil temuan

ndak Janjut tidak akan

ebaliknya, upays U

ptimal dalam upaya pﬂningkﬂtan
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efektivitas kerja Pegawai apabily langkah dan tindakan berupa

solusi yang ditempuh tidak berdasar dap konsisten dengan hasil

temuan dan nilaj vang diperoleh melaly aktivitas pemantauan dan

aktivitas evaluausi. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara tiga
dimensi pengawasan melekat yang telah dijelaskan, saling terjalin
hubungan yang arat dan tak terpisahkan, karena adanya dimensi
yang satu merupakan konsekuensi dani keberadaan dimensi lainnya.
Melalui aktivitas tindaklanjut ini, para atasan menentukan pegawai
mana yang layak mendapat penghargaan-pegawai mana vang patut
mendapat sanksi yang selanjutnya diikuti dengan upaya pembinaan
sehingga para pegawai akan semakin mampu dalam menyelesaikan

tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien.

Dari deskripsi data leniang dimensi tindak lanjut

dapat
sebapaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dapa

[I = I !II L I bl‘:IUT['I

membuat pelanggaran, nanmun

(b) masih banyak pegawai yang
t sanksi sebagaimand

i g
telah dilakukan gelama 1M belum

mestinya; dan (¢} pembinaan

ke ecara optimal

pegawal yang S

efektivitas kerja pegawal

mengubah tingkat

diharapkan.



indikator dari dimens; (i
Undak lanjut sebgoai
Baimana terlihat pada tahel. .

3.23 berikut. 4
Tabel 5.23
Skor Rara-Rata dan Rata-Rata Skor Dimensi

i : Tindak Lanjut

= l}lmen_sl Indikator Skor Rata-Rata
Pemberian . - i
Penghargaan 3.10

. Pemberian Sanksi 2.83

Tindak Lanjut .
Promosi Pegawai 3.2]
Pembinaan Pegawai 3.12

l Rata-rata 107

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tahel 5.23 di atas memperlihatkan bahwa: (a) besaran skor

rata-rata maupun besaran rata-rata skor tidak ada yang mencapai

skor harapan yaitu 4.00 - 5.00; (b) skor terendah 2.83 pada

indikator pemberian sanksi menunjukkan bahwa aktivitas tindak

Janjut yang paling lemah adalah para atasan kurang konsisten

sanksi terhadap para pelanggar.
mengindikasikan bahwa

Skor tertinggl
dalam menerapkan

3.21 pada indikator promosi pegawal

lanjut melalui promost pegawai belum

meskipun upaya tindak ;
o diharapkan, namun  bila

dilaksanakan sehagaimana  ¥an s ——
1 a
dingkan dengal indikator lainnya, dapat di
dibanding =4 |
dilakukan secard celatif lebih baik- Olehnya 1tu,
lah di

akan hﬂ]"l“'ﬂ UPHYE
telah dilakukan secard

aktivitas ini t€ tindak lanjut sebagai

secara umum, dikemuk

wasa melekat
bagian dari upay? pengawasal
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relatif ' itu di
cukup baik. Hal iy didukung dengan besaran rata-raia skor

sebesar 3.07 yang berart meskipun belum mencapai skor 4.00

3.00 namun lebih besar dari skor 3.00 (ragu-ragu)

2.Efektivitas Kerja Pegawai

Sebagaimana telah dikemuk‘akan sebelumnya, bahwa pengertian
efektivitas kerja tidak berkenaan dengan pekerjaan atau tindakan yang
dilakukan oleh pegawai, akan tetapi berkenaan dengan hasil yang
secara nyata diwujudkan oleh pegawai yang berdampak atau tidak
berdampak terhadap sasaran yang diharapkan. Apahi[;d;&m}'ata bahwa
para pegawai dapat menyapikan data dan atau informasi tepat pada
saat dibutuhkan, maka pekerjaan yang dilakukan olch pegawai

dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila para pegawai belum

dapat menyajikan data dan atau informasi tepat pada saat dibutuhkan

maka pekerjaan pegawai belum dapat dikatakan efektif. Olehnya 1tu,
i ' it d n
pembahasan lentang efektivitas kerja pegawal akan terkait denga

- . I Ii d'ﬂ'ﬂ

dllne 1 i'i: i Pﬂt&ﬂ wamu dimﬁnSi kuﬂ.lltltﬂ.s haﬁll FIE:kE aarn

d]m m ]f n @card I ata &if.'l]ﬂil]kkﬂﬂ ﬂiﬂh
! E-'"Ei kualitaﬂ hﬂﬁﬂ Pﬂkﬂrjaﬂ- a g 5 :'I

para pegawai.

n naua’lnrarmasi

a. Dimensi Waktu PenyaJia tan wakiu

g dimensi kelepd
b sebelumnya, dapé!

jurdl o
ana telah diurd m memiliki

sebagaim para pe gawai belu

diketahui bahwa: (8)



para pegawai masih SeTing
menunda waktu dalam bekerja; dan (¢) secara rata-rata para
pegawal belum mampu untuk menyajikan data dan atau informasi

lepal pada saat dibutuhkan,

Indikasi dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat
melalui skor rata-rata dan rata-rata melalui masing indikator dari

dimensi ketepatan waktu sebagaimana terlihat pada tabel 5.24

berikut,

Tabel 5.24

Skor Rara-Rata dan Rata-Rata Skor Di_rn:nsi
Waktu Penyajian Data/Informasi

Bimtlﬂi . 5 . % .. sl b - -:-'Iudikﬂll]l'"_- e :.':_ . Skﬂr Hﬂtﬂ"Rﬂ-lﬂf
K emampuan Operasional 2.92
K omputer
Kﬁﬁ:}an Menundaan Waktu Dim Bekerja 3.07
“Ketepatan Waktu Penyzjian 2.96
Data/Informas, Sy
Rata-rata '
ahan Data

Sumber; Hasil Pengol
Tabel 5.24 di atas mem

hesaran rata-raia skor

. 400 — 5.00; (®)

perlihaﬂ:an hahwa: (a) besaran skor
tidak ada yang mencapal

& maupurn
rata-rata M okor terendah 2.92 pada

omputer mengindikasikan

indikator kemamp awai Yang belum memiliki
iumlah PEE
: dapat s€jum
bahwa masih €7 ” dai dalam memanfaatkan komputer

kemampuan S6CH



pemanfaatan wakty kerja oleh para pegawal relatif cukup baik

dibandingkan dengan kondisi empirik dari dua dimens; lainnya.

Namun demikian, melalui rata-rata skor sebesar 2.98 menunjukkan
bahwa masih terdapat pegawai  yang belum mampu untuk
menyajikan data dan informasi tepat pada saat dibutuhkan, Pada hal
sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen, unsur pimpinan sangal membutuhkan dala—dan

informasi yang selain akurat, up to date juga tersedia pada saal

dibutuhkan.

Dimensi Kuantitas Hasil Pekerjaan

Diari deskripsi data tentang dimensi kuantitas hasil pekerjaan

pegawai sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya,

dapat diketahui bahwa: (a) peralaian kerja yang tersedia belum
imbang dengan volume dan kebutuhan pekerjaan pegawai, dan
seim - |
(b) ih terdapat pegawal Yang menyajikan data dan informasi
masi

ni terutama kepada unsur pimpinan dalam
ya

kepada pihak yans dila

keadaan yang kurang lengkap-

: rata- :
] S5 kuantitas hasil pekerjaan sebagaimana
u

r dari dimensi

5.25 berikul

indikato

terlihat pada tabel
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Tabel 5.25

Skor Rara~Rataldan Rata-Rata Skor Dimensi
Kuantitas Has;) Pekerjaan

e

: ._lel.lﬂllﬁi | ~ i Indikator : EkuFR&u-.ﬂzta’

Rasio Peralatan Kerja

Kuantitas hasil| dengan Volume Pekerjaan 3.54
pekerjaan | Waktu Penyajian

Data/Informasi 2.73

Rata-rata 3.14

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 5.25 di atas memperlihatkan bahwa: (a) besaran skor

rata-rata maupun besaran rata-rata skor tidak ada yang mencapai
skor harapan vaitu 4.00 - 5.00; (b} skor terendah 2.73 pada

indikator wakiu penyvajian data/informasi menunjukkan bahwa para

pegawai dalam bekerja belum memiliki kesadaran tinggi tentang

pentingnya data/informasi dalam kehidupan organisasi. Skor

tertinggl 3.54 pada indikator rasio peralatan kerja dengan volume
an mengindikasikan bahwa kondisi peralatan kerja di Bagian

pekerja |
ung pelaksanaan [Ugas pars pegawal,

Sekretanat cukup menduk

rata skor 3.14 meskipun lebih besar dari skor

Mamun demikian rata
m mencapai skor 4.00 - 5.00 yang

3.00 (sedang), namun belu

diharapkan.
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c. Dimensi Kualitas Hagj| Pekerjaan

Dari deskripsi
skripsi data tentang dimensi kualitas hasil pekerjaan

egawai ' '
pegawai sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumn
14,

diperoleh gambaran bahwa- (a) secara rata-rata para pegawai belum
memiliki motivasi kerja sebagaimana yang diharapkan; (b) secara
rata-rata kualitas peralatan kerja yang tersedia belum optimal
mendukung kualitas kerja pegawai; dan (c) secara rata-rata
kreativitas kerja pegawai belum mencapai taraf yang diharapkan,
Indikasi dari pernyataan-pernyalaan di atas dapal dilihat
melalui skor rata-rata dan rata-rata melalui masing indikator dan

dimensi kualitas hasil pekerjaan sebagaimana terlihat pada tabel

5.26 berikut.
Tabel 5.26
$kor Rara-Rata dan Rata-Rata Skor Dimensi
Kualitas Hasil Pekerjaan
T Dimannt e ndikater o Sk RS |
Tingkat Motivasi Kerja 2.75
_____,_.—-—'_'_'_'_._ .
Pekerjaan : — 0
K reativitas kerja e i
e | 2.94
R aia-rata Skor e ]

: il P
Sumber: Hasil Fen bahwa: (a) besaran skor

Tabel 5.26 di at

o besaran rata-ratd
5.00; (b) skor

45 memperlihatkan

skor tidak ada yang mencapal
rata-rata maupu o e

skor harapan yaitu 4.00 -
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indikator motivasj kerj
£ra  mengindikasika
n bahwa masih terd
apat

sejumlah i
PEgawal yang belum memilik; maotivasi kerja sebagai
mana

] H.n I I

Sekretarial secara um
um tel 1 i
ah tersedia peralatan kerja yang cukup
berkualitas mendukung kualitas hasil pekerjaan pegawai. Namun
demikian, melalui rata-rata skor sebesar 2.94 menunjukkan bahwa
hasil pekerjaan dari pegawai berupa data dan informasi yang

disajikan belum mencapai tingkat kualitas sebagaimana yang

diharapkan (skor 4.00 — 5.00)
Dari bahasan tentang dimensi dan indikator baik dar

variabel pengawasan melekal maupun variabel efektivitas kerja

menunjukkan bahwa pengawasan melekat vang dilaksanakan oleh
unsur pimpinan selama ini masih terdapat kelemahan-kelemahan di

dalamnya, sehingga pengawasan melekat yang diimplementasi-
elum secara optimal meningkatkan efektivitas kerja

g diharapkan, Hal 1tu ditegaskan m

melekat sebesar 2,87 atau

kannya b
elalu

pegawail sebagaimana yan
ri variabel pengawasan

rata-rata skor da
ri variabel efektivitas kerja

pegawa

57.40% dan rata-rata skor da

sehesar 3.02 atau 60.40%.



BAB v

KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari  uraiap pada bab-bhah sebelumnya, berikut ini
dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

I. Temnyata bahwa pelaksanaan pengawasan vang berkenaan dengan
aspek pemantauan belum dilaksanakan oleh unsur pimpinan secara
konsisten dan optimal. Hal itu diperlihatkan melalui rata-rata skor
vang hanya sebesar 2.85 dan skor 4 - 5 yang diharapkan.

2. Ternyata bahwa pelaksanaan pengawasan yang berkenaan dengan

aspek evaluasi belum dilaksanakan oleh unsur pimpinan secard

konsisten dan optimal. Hal itu diperlihatkan melalui rata-rata skor

71 dari skor 4 - 5 yang diharapkan.
g berkenaan dengan

yang hanya sebesar 2.

3. Ternyata bahwa pelaksanaan pengawasan yan

impi ara
aspek pemantauan helum dilaksanakan oleh unsur pimpinan sec

itu dperlibatkan melalui rata-rata skor

konsisten dan optimal. Hal
' i kan.
yang hanya sebesar 3.07 dari skor 4 - 5 yang diharap

B. Saran . |
ktivitas kerja pegawai tebih meningkat dimasa
ivi

maka pelaksanaan penga
bih ditingkatkan

1. Agar supaya efe

n datang

wasan melekat

R e melalui

berkenaan dengan aspek PE
g harian dan bi

mantauan Ie
hingan secard intensif sehingga
m

perencanaan ker]
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kelemahan sebesar 1,15 untuk skor 4 dan 2.15 pada skor 5 secara

bertahap dapat leratasi gupa mewujudkan efektivitag kerja

pegawai.

Agar supaya efektivitas kerja pegawai lebik meningkat dimasa
yang akan dalang maka pelaksanaan pengawasan melekat
berkenaan dengan aspek evaluasi lebik ditingkatkan melalui
penetapan kriteria penilaian dan pengembalian hasil penilaian
secara intensif sehingga kelemahan sebesar 1.26 untuk skor 4 dan

2.26 pada skor 5 secara bertahap dapat teratasi guna mewujudkan

efektivitas kerja pegawai.
Agar supaya efektivitas kerja pegawai lebih meningkat dimasa
yang akan datang maka pelaksanaan pengawasan melekat

berkenaan dengan aspek tindak lanjut lebih ditingkatkan melalui

penetapan pembinaan pegawai dan pemberian penghargaan secara
i 1.93

intensif sehingga kelemahan sebesar 0.93 untuk skor 4 dan

p dapat teratasi guna mewujudkan

pada skor 5 secard bertaha

efektivitas kerja pegawal.
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DAFTAR PERTANYAAN

I. Petunjuk Pengisian

1 Bacalah angket ini dengan teliti sebelum Bapak/Tbu mengisi atau memberikan

jawaban

2 Berilah tanda silang (X) pada calah satu option jawaban yang sesual dengan

keadaan yang sebenamya.

1I. KUESIONER

1. Setujukah bplk/ibu bila dikatakan bahwa para pegawa di unit kerja bpk/ibu
telah bekerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan bersama dengan

atasan?

d. Kurang setuju

a Sangal setuju
e. Sangat tidak setuju

b. Setuju
¢. Ragu-ragu

2. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa alasan bpkfibu telah memberikan
pencerahan kepada bawahan tenlang pola kerja berdasarkan prinsip-prinsip

pengawasan melekat?

a.  Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Sectuju e. Sangat tidak setuju
¢. Ragu-ragu
3. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa atasan senantiasa berada di tempat
kerja untuk memonitor pekerjaan bpk/ibu?

d. Kurang setuju

4 Sangat setuju
e. Sangat tidak setuju

b. Setuju
¢c. Ragu-ragu



4. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawai di unit kerja bpk/ibu
senantiasa bekerja secara konsisten sesuai dengan prosedur kerja yang
berlaku?

a. Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak setuju
c. Ragu-ragu

5. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa atasan bpk/ibu selalu mengetahui
metode kerja yang bpk/ibu gunakan dalam menangani pekerjaan sehari-hari?

d. Kurang setuju

Sanpat seluju ; _
b ; : e. Sanpat tidak setuju

b. Setuju
c. Ragu-ragu

=-__=-==

pekerjaan bpk/ibu

' i wa untuk menilai
bila dikatakan bah e

jukah bpkfibu :
6. Setujukah bp dia kriteria penilaian pekerjaan yang baku

sehari-han telah terse

' d. Kurang setuju
ah. g;mmﬁt e . Sangat tidak setaju
c. Ragu-ragu

hila dikatakan bahwa hasil penilaian pekeraan bpk/ibu

jukah ibu sil |
" Ss:nahf]r:tl]!‘aia gxgmhalikan oleh atasan setelah diperiksa?

angat [ d. ngmju )
b f:-‘ ' i e Sangat tidak setuju
b, Setuju
c. Ragu-ragu I
(€T} kfibu te nilai
g Seiujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pekerjaan bpk/ibu
| objektif oleh atasan?
j d. Kurang ;:mju :
e c. Sangat tidak setuju
b. Setupu

c. Ragu-ragu




- — — —

9. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa para pegawai vang berprestasi telah
mendapat penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai?

a Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak setuju
c¢. Rapu-ragu

10. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawal yang terbukti membuat
pelanggaran (bersalah) telah mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku?

a  Sangal setuju d, Kurang setuju
b. Setuju e, Sangat tidak sefuju
c. Ragu-ragu

11. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawal yang berprestasi telah
dipromosi pada jenjang yang lebih tinggi?

a Sangat sefuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak sefuju

c. Ragu-ragu

12. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa para pegawai telah mendapat
pembinaan sebagaimana mestinya?

d. Kurang setuju

a Sangat setuju : _
b. Setuju e, Sangat tidak setuju
c. Ragu-ragu

:.=F== — ——

13, Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawai di unit kerja bpk/ibu telah
mampu mengoperasionalkan komputer secara optimal?

a Sangat setuju d. Kumng:_wtuju ;
b, Setuju e. Sangat ndak setuju
c. Rapgu-ragi

14, Setujukah bpki/ibu bila dikatakan bahwa tidak ada pegawai di unit kerja
bpk/ibu yang sering menunda walkiu dalam menyelesaikan pekerjaan?

a. Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak setuju

c. Ragu-ragu



15. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawai di unit kerja bpk/ibu
senantiasa menyajikan data/informasi tepat pada saat dibutuhkan?

d. Kurang setuju

a. Sangat setuju
e. Sangat tidak setuju

b. Setuju
¢, Ragu-ragu

m— —_—— e
= TTEE—

s e—
== — =

16. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa peralatan kerja yang tersedia di unit
kerja bpk/ibu seimbang dengan volume pekerjaan sehari-hari?

a Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak setuju

c. Ragu-ragu

17. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawai di unit kerja bpk/ibu
cenantiasa menyajikan data/informasi secara lengkap sesuai dengan yang

dibutuhkan?

a Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Setuju e. Sangat tidak setuju
c. Ragu-ragu

18. Setujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pegawai di unit kerja bpkiibu
memiliki motivasi kerja vang tinggi?

a.  Sangat sefuju d. Kurang setuju
b. Setuju e, Sangat tidak setuju
c. Ragu-ragu

19. Eulatuj}lkah bpk/ibu bila dikatakan bahwa kualitas peralatan kerja yang tersedia
di unit kerja bpk/ibu sangat mendukung kualitas kerja sehari-hari?

a. Sangat setuju d. Kurang setuju
b. Semju e. Sangat fidak setuju
¢c. Ragu-ragu

20, Sefujukah bpk/ibu bila dikatakan bahwa pe = Ha . ;
liki i gawar d
memiliki kreativitas kerja yang memadai? K i, o bpRAt

i— mtwmju d.  Kurang setuju
: gu e, Sangat tidak setu)
c. Ragu-ragu gat Ju



